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ABSTRAK

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Kajian Pra Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur)

Jhon Wahyudi
Universitas Terbuka

jhonwahvudi09(@gmaill.com
Kata Kunci: Penilaian Prestasi Kerja, Pegawai Negeri Sipil

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon dari PNS di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur, berkenaan dengan rencana
pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46{ahun 2011;Tahapan atau hal apa saja
yang perlu dipersiapkan berkaitan dengan{ pemberlakuan Peraturan Pemerintah
tersebut; Bagaimana harapan PNS di Kabupaten Barito Timur berkaitan dengan poia
penilaian prestasi kerja yang baru.

Dalam penelitian ini metéde ~yang akan digunakan adalah metode
kualitatif,penelitian ini dilaksanskan(di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito
Timur. Pengambilan data akanfnemilih informan yang dianggap tepat, tahu dan dapat
dipercaya untuk menjadi sumber data yang akurat. Untuk memperoleh data dalam
penelitian ini digunakan‘beberapa teknik, yaitu -observasi, teknik wawancara, serta
studi literature/dokumeéntasi. Analisis data akan dilakukan dengan tahapan mengatur,
mengurutkan, mengelonipokan, memberi kode dan mengkategorisasikan serta
menafsirkan data tersebut, guna memberikan makna atas data yang didapat.

Penilaian ‘Prestasi Kerja PNSdiharapkan dapat membangun suatu pemahaman
bersama, bahwa penilaian prestasi kerja sudah semestinya harus diperbaiki sesuai
tuntutan semua PNS dalam rangka perbaikan kinerja. Penilaian prestasi kerja pegawai
harus dimulai dengan menyempumakan informasi mengenai tugas dan fungsi dari
jabatan,harus memahami proses Penilaian Prestasi Kerja, setiap instansi Pemerintah
juga harus menata aturan kerja dan Aparatur Pemerintah harus dapat merubah pola
piker dan Budaya kerja. Kedepan hasil penilaian yang obyektif dan terukur ini akan
berdampak pada pengembangan karier PNS serta Pejabat Pembina Kepegawaian
harus memiliki keinginan kuat atau mempunyai komitmen untuk memberikan
penghargaan bagi PNS yang berprestasi dan menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS
yang berkinerja kurang baik.
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ABSTRACT

PERFORMANCE APPRAISAL OF CIVIL SERVANTS
(Pre-Implementation appraisal of Government Regulation Number 46 Year 2011
About Job Performance appraisal of civil servants
in the Government Environment East Barito Regency)

Jhon Wahyudi
Universitas Terbuka
jhonwahyvudi09@emaill.com

Keywords: Job Performance appraisal, Civil Servaats

This research is aim to know how the respense of civil servants in East Barito
District Government Environment, regardirig./the application of Regulation
Government Number 46 plan in 201 1; Stages\or anything that needs to be prepared
with regard to the enforcement of government regulation; How expectancy of civil
servants in East Barito related to thepatteriyof the new performance appraisal.

In this study the methods used dre qualitative method; this study was conducted
in East Barito District Govermnment Environment. Data retrieval will select informants
who considered appropriate{ to-know and to be a reliable source of accurate data. To
obtain the data in this study used several techniques, namely: observation, interview
techniques, literature/and'documentation study. Data analysis will be done with the
stage set, sort, classify, and categorize the member code and interpret the data, in
order to give the ‘meaning of the data obtained.

Job Performnarnice appraisals of civil servants are expected to establish a
common understanding that performance appraisal has been properly must be
repaired \according to the demands of ail civil servants in order to improve
performance. Civil servants performance appraisal must begin with complete
information on the tasks and functions of the office, should understand the process of
Job Performance appraisal, every government agency must also organize the work
rules and government apparatus shouid be able to change the mindset and work
culture. The results of the assessment will be objective and measurable impact on the
carcer development of civil servants and officials of Trustees Personnel must have a
strong desire or committed to reward achievement and impose civil penalties for civil
discipline poor performers.
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kinerja Pegawai

Untuk lebih memahami ruang lingkup penilaian prestasi kerja, ada
baiknya terlebih dahulu kita memulainya dengan memahami konsep-konsep
ataupun definisi dari kinerja pegawai itu sendiri . Studi méngenai kinerja
individual dikaitkan dengan pemberian kompensasi/upahy dimana kompensasi
ini merupakan motivatlor ampuh bagi peningkatan\Kinerja organisasi secara
keseluruhan (Astuti, 2006).

“Kinerja individu terkait defigan pertanyaan apakah para pegawai
wmemiliki kemampuan dalamZbekevja, baik secara mental, fisik dan emosi
mavpun dari segi pengeidghygn, keterampilan dan pengalaman yang sesudi
dengan karakter pekerjun ataupun posisinpa”(Nasution, 2013). Pengertian
Kinerja tersehutzdi atas lebih menckankan pada kemampuan sescorang dalam
melakukan Jsuatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, dilihat dan
kesiapan mental, [isik serta kompetensi yang dimilikinya.

“Kinerja suatn jabatan sceara kescluruhan sama dengan jumiah (rata-
rata) dari kinerju fungsi pegawaoi atan kegiatan yang dilakukan. Pengertian
kinerja disini tidak bermaksud menilai karateristik individu tetapi mengacu
pada serangkaian hasil yang diperoleh selama periode waktu tertentu”

{Kusuma, 2013). Konsep kinerja tersebut lebih menekankan kepada
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keseluruhan capaian targel pekerjaan yang menjadi beban tugas seorang
pegawai dalam sualu masa atau waklu lerteniu.

"Kinerja merupakan evaluasi yung sistematis dari pekerjaan pegawai
dan potensi yang dapat dikembangkan. Penilaian adalah proses penaksiran
atau penentuan nilai, kualitas, atau status dari beberapa objek. orang ataupun
sesuatu”. (Adwa, 2013). Kinerja Pegawai memberi pengertian bahwa kinerja
adalah sebuah evaluasi dan hasil pekerjaan dan seorang pegawai, dengan
tujuan untuk melihat potensi yang dapat dikembangkan alau hal apa saja yang
dapal dilakukan atas besaran capaian kerja yang\eiah dilakukan.

“Kinerja merupakan hasil kerja 4ang “dicapai melalui usaha dengan
kemampuan dan keterampilan karvawap serta pengalaman yang dapat divkur
seswai dengan tugas atas pekerfaan’ dalam periode waktu tertenti” (Allarisy,
2013). Kinerja meruparkan ©asil akhir dan proses pekerjaan scorang pegawai
dengan segala kematnptian dan alat dukung fainnya dalam waktuo terlentu.

Prestasi kinerja individu pegawai sangal penting dalam mencapai tujuan
organisasi” Oleh karena itu diperlukan sistem penilaian kinerja yang dapat
diandalkan, dan dapal dijadikan dasar untuk penilaian kinerja dan
pengembangan prestasi pegawai sesuai lujuan organisasi. Dengan demikian,
setiap pegawai dapat menilai seberapa jauh kinerjanya telah menghasilkan
prestasi yang diharapkan sesuai lujuan organisasi,
(http://www.ittc.co.id/sistem-penilaian-kinerja-individu-pegawai.php, diakses

tgl 1 oktober 2013).
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Dengan demikian kinerja pegawai dapat diartikan sebagai kemampuan
seseorang atau seorang pegawai untuk menghasilkan atau menyelesaikan suatu
peckerjaan yang menjadi beban tugas dan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya, yang dapat diukur dengan capaian target pekerjaan dalam kurun
waktu tertentu.

B. Konsep Penilaian Kinerja Pegawai

Penilaian prestasi kerja merupakan bagian yang tefpenting dalam
mengembangkan sumber daya manusia dalam suatu, organisasi dan penilaian
kinerja juga memberi peranan penting dalam® _perubahan dan inovasi suatu
organisasi. Untuk memahami definisi Perilaian’Kinerja, perlu diurai pengertian
dan perpaduan masing-masing kata_dari/konsep tersebut, yaitu “penilaian” dan
“kinerja”. Penilaian (appraisal) dapat diartikan “sebagai proses, cara mengukur
(kontribusi setiap anggpia organisasi), perbuatan menilai dan pemberian nilai,
vang digunakan wuntiknenganalisis dan menaksir hubungan antara kenyataan
(aktual/realitahdun efek (akibat) yang diharapkan™ (BKN, 2011). Penilaian
Juga dapet diartikun “sebugai proses, cara, perbuatan menilai; pemberian
nilai (biji, kadar mutu, harga): penelaahan dan penilaian yang lengkap

(www.artikata.com, 14 Maret 2013).

Sementara kata “kinerja” dapat diartikan “sebagai prestasi kerju. hasil
kerja (kuantitas dan kualitas), hasil perpaduan dari kemampuan (ability) dan
motivasi, perbuatan berdaya guna dan berhasil guna, keluaran (output)

pekerjaan dari seluruh proses manajemen”™ (BKN, 2011).
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Sehingga Penilaian Kinerja dapat diartikan “sebagai proses pengukuran,
penilaian keluaran kegiatan atau perbuatan yang digunckan untuk
menganalisis dan mengevaluasi hubungan antara kinerja aktual dan kinerja
yang diharapkan” (BKN, 2011).

Penilaian Kinerja menurut Castro (dalam Jeddawi, 2008 :27) adalah
“Suatu gambaran yang sistematis tentang kebaikan dan kelemahan dari
pekerjaan individu atau kelompok™.

Menurut Sami‘an (2013) “penilaian kinerja~merupakan suatu sistem
penilaian secara berkala terhadap kinerjin jqregawai  yang mendukung
kesuksesan organisasi atau yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Proses
penilaian  dilakukan dengan membandingkan kinerja pegawai terhadap
standar yang telah ditetapkan_atay memperbandingkan kinerja antar pegawai
yang meniliki kesamagn tugdy”.

Sistem penilpiap/prestasi kenja aalab “proses untuk mengnkur prestasi
kerfa karyesdn bérdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, dengan cara
membandirgkan sasaran  (hasil  kerjunya) dengan  persyaratan  deskripyi
pekerjaan, yaitn standar pekerfaan vang telah ditetapkan selama periode
tertentu” (Jeddawi, 2008 : 28).

Menurut Millerdan Gordon ( Mangkunegara, 2008 : 20) menyimpulkan
bahwa “ada hubungan yang positif antara motivasi berprestusi dengan
pencapaian prestasi. Artinya, pimpinan dan manajer yang memiliki motivasi

berprestasi tinggi cenderung memiliki prestasi kerja tinggi dan sebaliknya
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mereka yang presiasi kerjanya rendah dimungkinkan disebabkan karena
motivasi berprestasinya rendah”.

Penilaian prestasi kerja pegawai adalah merupakan “instrument
organisasi untuk mengukur prestasi individu setiap pegawai tentang seberapa
besar individu atau pegawai itu menunjukan produktivitasnya sebagai
kontribusi terhadap kemajuan organisasi dalam mencapai tujuan” (Suradji.
2003 : 51).

Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem reward dan hukuman
suatu organisasi. Karyawan yang menerima. hasit=evaluasi baik, cenderung
untuk menerima reward organisasional] “seperti upah yang meningkat atan
menerima bonus. Sedungkan bagi karyawan yang menerima hasil evaluasi
felek, akan menerima sanksi (hukuman) organisasional, seperti penurunan
pangkat atan pemecatan (Iswinto, 2005 : 5.8).

Penilaian  presiast kena memang  dilakukan  sctiap  tabun. Namun
penilaian tersebit ternyata tidak memjamin berlakunya ststem reward and
punishment, yaitu diberdayakannya Pegawai Negeri Sipil yang berkinerja baik
dan sebaliknya hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengabaikan
tanggungjawab. Ada Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi ternyata tidak
mendapatkan kesempatan untuk promosi jabatan, sebaliknya ada pula Pegawai
Negeri Sipil yang berkinerja biasa-biasa saja namun karena dekat dengan “api
kekuasaan™ diberi kesempatan untuk mengembangkan karnr. Lain lagi
persoalan menyangkut kekuasaan dalam daerah otonom. Pegawai Negeri Sipil

yang menduduki jabatan strategis sudah terbiasa “dibongkar pasang” untuk
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kepentingan amunisi politik. Kenyataan ini merupakan bukti tidak efektifnya
sistem dan mekanisme penilaian kinerja (performance appraisal) bagi Pegawai
Negen Sipil (Nasution, 2013).

Penilatan prestasi kerja Menurut Astuti (2006) adalah “proses dimana
organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Kegiatan ini
dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan
balik kepada para karyawan atas pelaksanaan kerja merekad”.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa\penilaian kinerja atau
prestasi kerja adalah suatu proses pengukurar™~hasil kerja pegawail atau
karyawan, dengan melihat kemampuan \sikap dan  perilaku yang telah
dilakukan alas dasar standar kerja.yang/t€lah ditetapkan dan umumnya masa
penilaian dalam kurun waktu, satu tahun, dengan harapan capaian hasil kcrja
setiap  pegawai  akan Zmemberikan  pengaruh posinl bagi keberlangsungan
organisasi. Penilaigniprestasi kenja Pegawai Negen Sipil juga dapat diartikan
sebagai suatu_proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat
penilai tesHadap rencana kerja dan targel yang akan dicapai oleh scorang
Pegawai Negeri Sipil dan setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang
dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil atau tidak melakukan sesuatu yang
scharusnya dilakukan sesuai dengan ketlentuan peraturan perundang-undangan.

Penilaian prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil diarahkan sebagai
pengendali perilaku kerja produkiif yang disyaratkan untuk mencapai hasil
kerja yang disepakati dan bukan penilaian atas kepribadian seseorang Pegawai

Neger Sipil. Informasi-informasi atas dokumentasi penilaian kinerja inilah
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yang diperlukan oleh pengambil kebijakan dalam rangka pembinaan,
pengembangan dan bahan evaluasi peningkatan kinerja para pegawainya.

Penckanan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil kedepan
ditharapkan terletak pada pengukuran tingkat capaian sasaran kerja atau tingkat
capaian hasil kerja yang telah direncanakan dan disepakati oleh pejabat penilai
dengan Pegawai Negeri Sipil yang dinilai dan merupakan kontrak kerja.
Sementara sisi lainnya, penilaian prestasi kerja Pegawai Neger1 Sipil diarahkan
sebagai pengendali perilaku Pegawai Negeri Sipil yang dipersyaratkan untuk
mencapai sasaran kinerja tersebut.

Pentingnya Penilaian kinerja menuiuteddawi (2008 : 29)  adalah :

I. Sebagai sumber data cuntukl” admimstrasi kepegawaian seperti
perencanaan kepegawaiah dan kegiatan pengembangan jangka
panjang bagi organisasi‘yang bersangkutan;

2. Untuk memberikapdonscling (pembinaan) kepada pegawat;

3. Memberikanumpait balik yang mendorong kearah kemajuan dan
kemungkiman “memperbaiki - ataupun  meningkatkan kualitas kerja
pegawai

Penilanan, kinerja  dilihat  dan beberapa  twjuannya menurt BKN
(2011 : 185y adalah -

I. Tujuan Administratif, sebagai upaya pertimbangan penctapan
Promaosi, Transfer, dan Kenaikan Gayi.

2. Tujuan Informatif, sebagai upaya memberikan data dan informasi
kepada pihak manajemen tentang kinerja pegawai dengan scgala
kelebihan dan kekurangannya.

3. Tujuan Motivasional, sebagai upaya penciptaan pengalaman belajar
(learning  cxperience) yang  memotivasi  pcgawal  untuk
mengembangkan diri dan meningkatkan Kinerjanya.

4. Evaluasi , yakni untuk me-Review kembali kinerja yang lalu dengan
menilai apa yang telah dicapai dan membandingkan antara kinerja
actual/realita dan kinerja harapan.

5. Pengembangan, yakni untuk lebih memfokuskan pada pengembangan
kinerja pegawai dengan cara mengidentifikasi potensi-polensi
pengembangan, menetapkan target kinegja di masa mendatang, dan

. merencanakan tindak lanjut yang meliputi pengembangan kapasitas
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pegawai melalut perencanaan pengembangan keahlian (skills), dan
karir (career) pegawai.

Sementara dalam perspektif tiap individu pegawai, penilaian kinerja
(BKN 2011 : 155) membantu untuk :

Mengerti secara jelas tugas dan fungsinya masing-masing;

Mengerti tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri;

Mengenali kebutuhan-kebutuhan akan pengembangan;

Menambah kebersamaan dan mengetahui harapan pihak manajemen
(penilaian/atasan) serta kesulitan yang dihadapi oleh pihak yang
dinilai.

halh ol B

Tujuan dari penilaian prestasi kerja karyawan menurat Astuti (2006)
adalah “untuk mengetahui prestasi kerja karyawandi waktu yang lalu dan
sebagai prediksi prestasi kerja di wokiad yang akan datang.  Penilaian
dimaksudkan untuk mengetahui sejauh, mana cfektivitus pernsahaan dalam
mengangkat, menempatkan, dun memotivasi karyawan sesuai dengan visi,
misi, values dun strategi organivasi”.

Penilman kinCgya juga memiliki tujuan “membanin para pegawai dalam
membual pandapgun tentang diri mercka sendiri don mengenali kebundhan
untuk ‘memperbaiki  kinerja masing-masing serta  membangun  komitmen
terhadap suatu rencana perbaikan kinerja” (BKN 2011 1 155).

Menurut Handoko (dalam Uguy dan Achayat, 2010 :1 3} memaparkan
manfaat penilaian prestasi kerja sebagai berikul :

I. Perbaikan prestasi kerja
Umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan,
manajer,dan departemen personalia dapat memperbaiki kegiatan-
kegiatan mereka untuk memperbaiki prestasi.

2. Penyesuai-penyesuaian kompensasi
Evaluasi prestasi kerja membantu para pengambil keputusan dalam
menentukan upah, pemberian bonus, dan bentuk kompensasi lainnya.

3. Keputusan-keputusan penempatan
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Promosi, transfer, dan demosi biasanya didasarkan pada prestasi kerja
masa lalu atau antisipasinya. Promosi sering merupakan bentuk
penghargaan terhadap prestasi kerja masa lalu.

4. Kebutuhan-kebutuhan latihan dan pengembangan
Prestasi kerja yang buruk mungkin menunjukan kebutuhan akan
suatu pelatihan. Demikian juga, prestasi yang baik mungkin
mencerminkan potensi yang harus dikembangkan.

5. Perencanaan dan pengembangan karier
Umpan balik prestasi mengarahkan keputusan-keputusan karier, yaitu
tentang jalur karier tertentu yang harus diteliti.

6. Penyimpangan-penyimpangan proses staffing
Prestasi kerja yang baik atau buruk mencerminkan kekualan atau
kelemahan prosedur staffing departemen personalia.

7. Ketidakakuratan informasional
Prestasi kerja yang buruk mungkin menunjukan\kesalahan-kesalahan
dalam informasi analisis jabatan, rencdna-rentana sumber daya
manusia atau system informasi persopalia kelompok-kelompok lain.
Menggantungkan dirt pada infopmasi yang tidak akurat dapat
menycbabkan keputusan-keputusan’ personalia yang diambil oleh
personalia lidak tepal.

8. Kesalahan-kesalahan desain’pekerjaan
Prestasi kerja yang uruk.mungkin merupakan suatu tanda kesalahap
dalam desain pekegjaan/ Pénilaian prestasi membantu  diagnose
kesalahan-kesalahan lersebul.

9. Kesempalan kerja_yang adil
Penilaian prestasi<Kerja secara akurat akan menjamin pengambilan
keputusanskeputusan penempatan internal tanpa diskriminasi.

10. Tantangandantangan cksternal
Kadafig-kadang prestast kena dipengarahi oleh facior-faktor di luar
lingkungan kerja, seperti keluarga, keschatan, kondisi finansial, atau
masalah-masalah pribadi lainnya. Dengan peningkatan penilaian
presiasi, departemen personalia mungkin dapat menawarkan batuan.

Dapatlah disimpulkan bahwa tujuan dan manfaat penilaian kinerja adalah
sebagai dasar bagi manajemen atau pimpinan organisasi untuk mengevaluasi
kemampuan dan hasil kerja pegawai dalam rangka peningkatan kinerja.
pembinaan dan pengembangan karir.

Sementara bagi scoarang karyawan alaupun pcgawai penilaian kinerja
juga bermanfaal untuk melihat bagaimana penghargaan seorang pimpinan alas
hasil kerja yang telah dicapai, sehingga dengan adanya bentuk-bentuk
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penghargaan dapat lebih meningkatkan semangal untuk bekerja dan lebih
berproduktif lagi atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain ilu
dengan adanya penilaian kinerja, seorang karyawan atau pegawai dapal melihat
kekuatan dan kelemahannya, yang pada akhirnya seorang karyawan dapat lerus
memotivasi dirf untuk meningkatkan kinerja dan optimalisasi diri.

Penilaian prestasi kega bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dimanfaatkan
para pimpinan atau pengambil kebijakan sebagai dasar, pertimbangan
penetapan keputusan kebijakan pengelolaan karier Pegawai Negert Sipi] dan
keputusan administratif, misalnya dalam hal pefic¢impatan bidang pekerjaan,
pengangkatan dan penempatan, serfa \pengembangan  dan pemberian
penghargaan. Selain itu juga pentlaian prestasi kerja dapal dimanfaatkan
scbagai media komunikasi ®agis pihak pejabat penilai ataupun  pengambil
kebijakan dalam mengupayiakon perubahan penlaku dan carn berpikir para
pegawainya.

Dikaitkaty, dengan penilaian kerja Pegawai Negeri Sipil, dengan pola
alaupun ‘staadar yang baru, Tujuan Penilaian prestasi kerja  diharapkan
menjamin objektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan
berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada
ststem prestasi kerja. Untuk mendapatkan reaksi positif dari peningkatan
kinerja, maka harus didasari dan dikernbangkan sistem penilatan kinerja yang
akurat, dengan fokus pada kniteria yang berorienlasi pada hasil dan spesifikasi
pekerjaan. Dengan adanya jaminan objektivitas pembinaan Pegawai Negeri

Sipil, maka proses penilaian prestasi kerja didasarkan pada penilaian hasi kerja
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yang nyata dan terukur dan penjabaran visi, misi, dan tujuan organisasi,
sehingga unsur subyektivilas dalam penilaian dapat diminimalisir, yang pada
akhirnya hanya Pegawai Negen Sipil yang berprestasi yang akan mendapatkan
nilat baik.

Untuk memahami svatu penilaian kinera atau presiasi kerja yang efeklif,
maka perlu dipahami apa arnti atau definisi dari kala efekuf tersebut. Efektif
bisa juga berarti pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tajuan-lujuan
yang dilentukan. Sebagai contoh, jika scbuah tugasidapal selesai dengan
pemilihan cara-cara yang sudah dilcntukan, maké-eara lersebut adalah yang

benar atau elekul, (hup:/mrzie3r.wordpress.com/2007/03/22/etektilitas-vs-

efisiensi/, diakses pada tanggal 24 Apnl| 2011 3). Dengan demikian sesuatu dapat
dikatakan cfcktif adalah apabilaNcercapainya apa yang diinginkan atas dasar
segala upaya dan usahy/yang-telah dikerjakan atau dilakukan.

Pentlalan kinciaZvang elekual adalah “penilaian vang herfokus pada
outcome yang berhubungan fangsung dengan misi dan sasaran organisasi,
dimana penilaian tersehut berorientasi pada personal dengan fokus pada
orang yang melaksanakan suati pekerjaan serta herorientasi pado hasil
capaian pekerjoan” (Uguy dan Achayat, 2010 :1.6}.

Menurut Cascio (dalam Jeddawi 2008 : 30) memprasyaratkan efektil
tidaknya sistem penilaian prestasi kenja, yailu :

1. Supervisor (penilai), mengukur kemampuan dan molivasi pentilai
dalam wmelakukan pentlaian secara terus menerus, merumuskan
prestasi kerja pegawai secara objektif dan memberikan umpan balik
kepada pegawai;

2. Relevan (keterkaitan), mengukur keterkadan langsung, unsur-unsur

. nilaian prestasi keri)a dengan uraian pekerjaan:
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3. Sensitivity (kepekaan), mengukur keakuratan/kecermatan sistem
penilaian prestasi kerja yang dapat membedakan pegawai yang
berprestasi dan yang tidak berprestasi, serta sistem itu harus dapat
digunakan untuk tujuan administrasi kepegawaian;

4. Reliability (keterhandalan), mengukur kehandalan dan konsistenst
alat ukur yang digunakan;

5. Praclicality (kepraktisan), mengukur alat penilatan prestasi kerja yang
mudah digunakan dan mengerti oleh penilat dan bawahannya;

6. Aceeptability (dapat diterima), mengukur kemampuan penilai dalam
melakukan penilaian sesuai dengan kemampuan tugas dan langgung
jawab bawahannya. Mengkomunikasikan dan mendefinisikan dengan
jelas standar dari unsur-unsur penilaian yang harus dicapai.

Menurut Sedarmayanti (2009 : 101), “Sistem penilaian, kinerja harus
berlandaskan prinsip : Keadilan; transparansi; indepedensi: pemberdayaan;
non diskriminasi; dan semangai berkompetensi “sSemeéntara alat yang dipakai
untuk mengukur kinerja individu seorang pegawai meliputi @ Prestasi Kerja;
Keahlian; Perilaku; dun Kepemimpinan.s

Dari uraian tersebut diatas Nbahwa untnk melakukan penilaian prestasi
kena pegawai diperlukan sieitn sistein penilatan yang praktis, relevan, dapat
terukur dan objektt sepla dapat diterima baik oleh pejabat penilai maupun oleh
pegawai yapg-tinilai, sehingga bermanfaat untuk perbaikan kinerjanya dan
kinerja organisasinya. Dengan kata kun bahwa proses penilatan prestasi kerja
pegawai dikatakan berjalan scewra efekiil, apabila dalam penilaian tersebut
lerdapat Kkriteria kinerja yang dapat diukur secara obyekul dan adanya
obyeklivitas dalam evaluasiya.

Ketika Penilaian kinerja bermanflaat dan sistem atau standar norma
penilaian membawa perubahan bagi peningkatan kinerja, lebih berprodukiif

dalam bekerja serta mampu memberikan molivasi dan kepuasan kerja bagi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

—



41635.pdf

setiap karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka
tujuan penilaian itu tercapai.

Penilaian prestasi kerja dapat dimaknai efektif, apabila hasil penilaian
atas prestasi kerja pegawai ataupun karyawan bermanfaat untuk kompensasi,
peningkatan karier dan pengembangan kapasitas pegawati. serta bermanfaat
untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas para pegawai dalam rangka
pencapaian tujuan dan target yang hendak dicapai oleh sfialu organisasi
ataupun instansi. Agar Penilaian kinerja itu efektif, maka proses penilaian bagi
seorang karyawan atau pegawal  haruslabh € s¢eard terus menerus dan
berkelanjutan berdasarkan standar penilaran dan adanya sasaran kenja yang
telah disepakati.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengarvhi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

Dalam proses paiilarn’Kinerja atau prestasi kenja seringkali terjadi bias-
bias ataupun penyinipabgan, apalagi unsur subyektiltas [ebih doninan dalam
prosesnya. eMcnurat 1.V Rao (dalam Jeddawi, 2008 0 35) penyebab bias
penilaiantadalah

I. Hallo Effect. tenady karcna penilai menyukar atau tidak menyukai
sifat pegawal yang dinilainya (like and dislike). Oleh karena itu
cenderung akan memperoleh milai positif pada aspek semua penilaian
bagi pegawai yang disukai dan sehahknya pegawar akan mendapat
nilai negative bila ta tidak disukai:

2. Liniency and Severity Effect. Liniency Effect adalah penilal cenderung
beranggapan, hahwa mereka harus berlaku baik terhadap karyawan,
sehinggga mereka ecenderung memberi harkat (nilai) yang baik
terhadap semua aspek penilaian. Sedangkan severity effect ialah
penilai cenderung mempunyai falsalah dan pandangan yang
sebaliknya terhadap karyawan schingga cenderung akan memberikan
nilai yang buruk;

3. Central tendency, yaitu penilai tidak ingin menilai terlalu tinggi dan
juga tidak terlalu rendah kepada bawahannya (selalu berada di

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



41635.pdf

tengah-lengah). Akibat toleransi penilai yang terlalu berlebihan
tersebut sehingga cenderung menilai sebagian besar dengan nilai rata-
rata;

4. Assimilation and differential effect, Assimilation effect adalah penilai
cenderung menyukai karyawan yang memiliki ciri-ciri atau sifat
seperti mereka, schingga akan memberikan nilai yang lebih baik
dibandingkan dengan karyawan yang tidak memiliki sifat dan ciri-ciri
dengannya. Sedangkan differential effect adalah penilai cenderung
menyukat karyawan yang memiliki sifat-sifal atau ciri-cin yang tidak
ada pada dirinya, lapi sifat-sifat itulah yang mereka inginkan,
sehingga penilai akan memberinya nilai yang lebih baik disbanding
yang lainnya;

5. First impression error, yaitu penila) yang mengambil. kesimpulan
tentang karyawan berdasarkan kontak pertama mereka dan cenderung
akan membawa kesan-kesan ini dalam penjlaiannya hingga jangka
waktu yang lama;

6. Recency effect, penilai cenderung memberi pikai atas dasar perilaku
yang baru saja mercka saksikan, dan“mt¢hapakan perilaku yang lalu
selama suatu jangka waklus tertentu

Sementara  penyimpangan-penyimpangdn  penilaian  prestasi - menurut
BKN (2011 : 166) adalah :

{. Ambivalence andavoidance, dimana dalom proses penilaian kiner)a,
bagi pibak pemiliai ot kecendrungan membalasi informasi tentang
keadaan agiposisi phak yang dinilai, sedangkan pada sisi lain
apabila 1dak” bedsikap terbuka akan sulit bagi pihak penilat untuk
membangunsaling pereaya dengan pibak yang dinilai. Bagt pihak
yang inlad. pada saalt menerima umpan balik negative, pada satu sisi
nicfigmginkan informasi tentang kelemahan kinerjanya agar dapat
dipetbaiki dan ditingkatkan, namun pada sisi lain takut kelfemahannya
dapat membahayakan kedudukannya;

2. Supervisory bias, dunana permasatahan yang tidak berkaitan dengan
pelaksanaan  pekerjaan, bermuara dari karektaristik pribadi (usia,
suku.agama, gender) dan  karakteristik  organisast  (senioritas,
keanggotaan organisasi) yang menjadi sumber kesalahan dalam
proses penilalan kinerja;

3. The hallo effect. dimana opini pribadi pihak penilai mempengaruhi
penilaian terhadap pihak yang dinilai. Kecenderungan memben nilai
yang sama pada semua dimensi dan karaktenstik pekerjaan yang
dinilai;

4. The Error of Central Tendency, kecenderungan pihak penilai untuk
memberikan pentlaian yang sama pada rata-rata, tanpa nilai paling
tinggi (amat baik) atau paling rendah untuk menghindan alasan
penilaiannya;
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5. Leniency, kecenderungan membenkan nilai yang tinggi terhadap
semua pihak yang dinilai, dengan harapan tidak ada alasan atau
keluhan dari pihak yang dinilai (terlalu murah hati);

6. Strictness (keketatan), kecenderungan untuk memberikan nilai rendah
meskipun beberapa pihak yang dinilai telah mencapai tingkat kinerja
di atas rala-rata;

7. Recent Effect, sebagai efek harni terakhir, dimana tindakan pihak yang
dinifai (baik atau buruk) mempengaruhi penilaian secara keseluruhan
dalam salu periode penilaian;

8  Organizational  Effect, sebagai efek  kecenderungan yang
memperhitungkan kegunaan akhir hasil penilaian, terutama pada saat-
saal pertimbangan promosi, kenaikan pangkat, dan lain-lain,
cenderung dibeni penilaian yang tinggt;

9. Standart Evaluation, masalah standar evaluasi «yang ‘'muncul karena
adanya perbedaan konseptual dalam arti makna\Kata “standar” yang
digunakan dalam penilaian (amal baik, bailcukup, sedang, kurang).

Dalam penilaian prestasi kerja Purwantosdai filu (2011 : 4.24) lebih
merine) lagi pengaruh penilaian terlalu tinggi (Hallo Effect) dan pentlaian
terlalu rendah (Florn effect). Pola penilatan werlalu tinggi tersebut adalah .

b Pengaruh dari cataban masa lampau (¢ffect of pas record). yaitu
prestasi bagus divwfagadalu di bawa ke masa kini;

2. Kompatibilitas ~<memberikan nilai lebih tinggt dari yang semestinya
karena  pCpampian  yang  menycenangkan  alau  sejalan  dengan
kecenderungan penilai;

3. Pengiruliprestas) terbaru, yailu prestasi bagus pada saal terakhir
nieputupi prestast jelek pada rentang waktu sebelumnya;

4. Thevone-asset person © Orang yang pandai berbicara, orang yang

pénanipilannyanya menarik atau mesniliki lingkat pendidikan lebih

tinggi, atau orang dari almamater yang sama dapat membual penilai
memberi nilai yang lebih tinggi dari prestasi yang sebenarnya;

Pengaruh buta (the blind effect) : Penilai memberikan nilai yang lebih

linggi dari yanp sebenarnya karena sudut pandangnya sama dengan

sudut pandang dari orang yang dinilai. Sebagai contoh, seorang
akuntan memberi nilai yang tlerlalu tinggi kepada seseorang yang
memiliki ketelitian;

6. Pengaruh potensi-linggi (the high-poteniial effect) : Penilaian Lerlalu
tinggi terjadi karena lebih mengacu pada prestasi di atas kertas dan
hukan pada hasi-hasil nyata bagi organisasi;

7. Bias tanpa pengaduan (the no-complaint bias) : Penilai memberikan
nilai terlalu tinggi kepada karyawan yang tidak memperoleh
pengaduan. Ketiadaan pengaduan dianiikan sebagai berita bagus.

!u.ll
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Sementara pola penilaian terlalu rendah (Horn effect) adalah sebagai

benkut :

—

Atasan atau penilai adalah seorang perfeksionis;

2. Bawahan atau karyawan selalu menentang atasan atau penilai;

3. Bawahan atau orang yang dinilai dianggap sebagai orang aneh, non-
konformis;

4. Bawahan atau orang yang dinilai sedang menjadi anggota dari sebuah
tim yang lemah atau kalah;

5. Pengaruh asosiasi (the guilt-by association effect) : Orang yang tidak
dikenal dinilai terlalu rendah hanya berdasarkan catatan yang tersedia
pada perusahaan;

6. Pengaruh kejadian dramatis (the dramatic-incident_effect) : Penilaian
hanya didasarkan pada sebuah kejadian negatif dan agak besar
belakangan; semua kinerja baik sebelumnyayerlupakan;

7. Pengaruh kepribadian-sifat : Penilaiap~diberikan lebih rendah dari
yang sebenamya kepada orang-orang yang sifat dan kepribadiannya
tidak sesuai dengan yang dimiliki, 4420 disukai oleh atasan;

8. Pengaruh perbandingan dengdm\diri sendin (the self~comparison

effect) : Penilman lebih rendah dary'sebenammya ditennma oleh mereka

yang menggunakan cara kerja berbeda dari cara yang digunakan oleh
penilai.

Dengan demikian gCradinya  penyimpangan  dalam proses  penilaian
prestasi ke pegawai adaupun karyawan, pada dasarnya berkaitan erat dengan
hubungin personal iutara pejabat penilai dengan pegawai yang dinilan, Ketika
penidal sehang atan suka dengan pegawai yang dinilat, maka ntlai yang didapat
kecenderungannya akan baik, namun sebaliknya pada saal perasaan penilai
tidak senang dengan pegawai yang dinilai maka nilai yang diberikan akan
kurang baik. [sinilah scbenarnya pokok masalah inuncul permyataan bahwa
penilaian kinerja tersebut tidak obyektif. tidak terukur dan tidak bermanfaat.

Dalam proses penilaian DP3 seringkali ditemukan nilai-nilai yang sangat
baik ataupun terlampau tinggi. Hal in1 biasanya terjadi ketika dokumen hasil
penilaian, yaitu Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dijadikan syarat untuk

kcnaikan pangkatl, kcnaikan gaji bcrkala, promosi, mutasi, tugas bclajar,
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pendidikan dan pelatihan dan lain sebagainya, dimana dalam prasyaratnya
ditentukan bahwa untuk DP3 2 (dua) tahun terakhir harusiah memiliki predikat
baik. Pada akhirnya setiap akhir masa penilaian, setiap nilai yang lerdapat pada
dafiar penilaian adalah nilai-nitai kompromi atau kesepakatan.

Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai unsur utama penilaian
pola baru menurul kajian Nasution (2013) ini adatah hai baru. Setiap Pegawai
Negeri Sipil memiliki job description (kegiatan tugas jabatan) yang berbeda-
beda, termasuk vanasi dan Ungkat eselon, )abatan’ struktural maupun
fungsional. Jadi, setiap Pegawai Negeni Sipil temtumemiliki SKP yang berbeda
dan tentu berbeda pula target kuantilas, kualitag, waktu dan biayanya. Hal ini
temtu berbeda dengan penilaian DP3-Sgbélumnya yang berlaku sama untuk
scluruh Pegawai Negeri Sigih, Diperlukan  sosialisasi khusus bagi schap
Pegawal Negerr Sipil_supaya/paham tehnis dan tata cara menyusun SKP.
Nasuwtion (2013) (meyebatkan langkah-langkah penilaian penilmian  prestasi
kerja PNS dapabdiikhtisarkan schagai berikut;

Pertama, Setiap Pegawar Negert Sipil berkewajiban menyusun SKP

setiap awal tahun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Instansi.

SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam

kurun waktu penilaian yang bersifal nyata dan dapat diukur. Setiap SKP

didasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang tanggung jawab, dan uraian
lugasnya yang sccara umum telah ditetapkan dalam siruktur organisasi
dan tata kerja. SKP dibuat berdasarkan prinsip-prinsip sbb; 1) Jelas:

Kegiatan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara )elas; 2) Dapat

diukur: Kegialan yang dilakukan harus dapat diukur secara kuantitas

dalam bentuk angka seperti jumiah satuan, jumlah hasil, dan lain-lain
maupun secara kualilas seperti hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan,
tidak ada revisi dan pelayanan kepada masyarakat memuaskan. dan lain-
lain; 3) Relevan: Kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup
tugas jabatan masing-masing. 4) Dapat dicapai: Kegiatan yang dilakukan
harus disesuaikan dengan kemampuan PNS; 5) Memiliki target waktu:

Kegiatan yang dilakukan harus dapat ditentukan waklunya (satu tahun).
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Kedua, unsur Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud dalam penilaian
prestasi kerja PNS ini meliputi aspek; orientasi pelayanan, integritas,
komitmen, disiplin, kerasama dan kepemimpinan. Penilaian
kepemimpinan dilaksanakan khusus bagi PNS yang menduduki jabatan
struktural.

Ketiga, SKP disusun oleh PNS yang bersangkutan dan diajukan untuk
disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai sebagai kontrak kerja.
Dalam hal SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui oleh Pejabat
Penilai maka keputusannya diserahkan kepada Atasan Pejabat Penilai
dan bersifat final.

Keempart, Setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan charus ditetapkan
target yang akan diwujudkan secara jelas, sebagai ukuran prestasi kerya.
Dalam menetapkan target meliputi aspek sebagai berikut: a) Kuantitas
(target output). Dalam menentukan target output.dapat berupa dokumen,
konsep, naskah, surat keputusan, paket, laporan; dan’lain-lain. b) Kualitas
(target kualitas) Dalam menetapkan target kualitas harus memprediksi
pada mutu hasil kerja yang terbaik, target kualitas diberikan nilai paling
tinggi 100 (seratus). ¢} Wakiu (target waktu) Dalam menetapkan target
waktu harus memperhitungkan_berapa”waktu yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan svatu pekerjaangsmisalnya bulanan, triwulan, kwartal,
semester, dan tahunan. d) Biaya {Target biaya). Dalam menetapkan target
biaya harus memperhitingkan” berapa biaya yang dibutuhkan untuk
menyclesaikan suatu.pekerjaan dalam | (satu) tahun, misalnya jutaan,
ratusan juta, miharaneQan Jain-lain.

Kelima, Nasil rekomendasi penilaian prestasi kerja digunakan untuk

peningkatan’, kiverja  organisasi  melalui  peningkatan  prestasi  kerja,

pengembungan” potensi dan karir . PNS  yang  bersangkutan  serta

pengembangan manajemen, organisasi dan lingkungan kerja

Begitie kaburnya hasil penilaian prestasi kerja Pegawa) Negeri Sipil,
seringkali terjady pada pelaksanaan perempatan dan promaosi jabatan tertentu.
Pegawai Negeri Sipil yang sebenarnya mermiliki prestasi dan juga memiliki
sikap perilaku yang baik justru tidak diben kesempatan untuk menduduki
jabatan yang sesual kompetensinya, sementara Pegawai Negeri Sipil yang
prestasinya biasa-biasa saja justru kariernya terus berkembang dan selalu

diuntungkan oleh situasi dan kondisi tata kelola manajemen kepegawaian yang

tidak schat. Kekeliruan ini bisa lerjadi disamping kuatnya pengaruh politis,
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

31



41635.pdf

Juga karena pertimbangan dari catatan prestasi scorang Pegawai Negeri Sipil
yang tidak obyekuf, tidak transparan dan tidak terukur.

Menjadi seorang pejabat penilai yang baik tentunya bukanlah sesuatu
yang mudah. Kemampuan dan pengetahuan seorang pejabat penilai menjadi
hal yang utama agar proses dan hasil penilaian prestasi kerja benar-benar
obyektif dan dapat ditenma oleh siapapun. Pejabat penilai harus mengerti betul
mekanisme, norma dan standar penilaian dan juga harus mengenal betul orang
yang dinilainya. Penilai yang baik, adalah seorang atasariyang mampu menilai
secara realistis dan terukur dan bukan pengarub(dari” unsur subyektivitas,
sehingpa hasil penilaian mampu mendorong setiap pegawai untuk lebih kreatif
dan produktif dan bukan melemahkan kreatifitas dan semangat kerja. Pejabat
penilai bukan saja hanya sekedar melikukan proses penilaian, tetapi harus
mampu menjadi motivatopdan, evaluator serta mampu membangun hubungan
interaksi antara kedvanya;=sehingga dapat menghilangkan bias-bias pemlaian.

Penilaancprestasi kerjo juga menuntut kemampuan seorang pegawai
yang dinifai;=eanfuk  mengukur kemampuannya sendini atas dasar kontrak
kerjanya tatam pembuatan sasaran kerja pegawal. Apabila sasaran kena telah
disepakati, maka sccara otomatis seorang pegawai dituntut untuk melakukan
pekerjoan sesuai dengan target yang hendak dicapainya. Ketika target itu
tercapai dan atau tdak tercapai, maka perlu dianalisis kekuatan dan
kelemahannya sebagai dasar evaluasi kinerja untuk waktu benkutnya. Dengan
adanya pemahaman dan tuntutan tanggung jawab antara penilai dan pegawai
yang dinilai, diharapakan akan memimimalisir bias atau penyimpangan
penilaian.
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D. Kerangka Berpikir

Proses pentlaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil melalui Dafiar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), diakui banyak memiliki kelemahan
dan tidak memberikan manfaal bagi institusi birokrasi pemerintah, maupun
bagi pengembangan kapasitas PNS itu sendiri. Penilaian yang tidak obyek!if,
tidak terukur, tidak transparan adalah masalah yang selama ini terjadi.
Kelemahan yang terjadi muncul karena penilaian semata-ifiata berdasarkan
proses subyeklivilas dari pejabat penilai, yang tenfu ‘saja’ sangat mudah
terjadinya bias alau penyimpangan dari proses penilaiannya.

Bersuinber dari rumusan masalah sedaAujuvan dari penelitian ini, maka
guna memberikan arah dan kejelasan dari/penelitian ini dibuatlah konsep

kerangka berpikir dalam skema  barikut:

—Respod/Tanggapan PNS Dukungan Positif

Kesiapan SKPD

Rencana Aksi

Kesiapan PNS

— Harapan PNS Penilaian Obyektif

Implementasi PP Nomor 46 Tahun
2011 di Kabupaten Barito Timur.

Konsep kerangka berpikir inilah yang menjadi arah yang diharapkan
akan menjelaskan bagaimana penelitian ini menemukan jawaban atas rumusan
permasalahan, sehingga akan didapat temuan, kesimpulan dan rekomendasi

dari keseluruhan proses penelitian ini.
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BAB 111

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penclitian

Dalam penelitian i1 metode yang akan digunakan adalah metode
kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode
penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk
meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai™lawannya adalah
eksperimen) dimana peneliti sebagar instrumenkupcy, leknik pengumpulan
data dilakukan secara (rianggulasi  (gabdngan), analisis data bersifat
induktifZkuvalitatif, dan hasil penelitign_kyalitatifl tebih menekankan makna dari
pada generalisasi  (Sugiyonb, 2011:13). Melode kualitatif memiliki
karakteristik perimasalabanayad belum jelas, kompleks, dinamis dan ada banyak
makna atas permaSalah® yang ditemukan, scmentara maksud menggunakan
penelitian kualitafiV” ink agar dapat dipahami situasi yang (erjadi sccara
mendalam, jnenemukan pola-pola yang terjadi.

Bogdan dan  Taylor (dalam Moleong, 2004:4) mendefinisikan
metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan dala
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan peritaku
yang dapat diamati. Pendekalan ini diarahkan pada latar belakang dari individu
terscbut sccara holistik (utuh). Menurul Irawan (2011:1.17) Penchitian kualitatif
memiliki ciri-ciri sebagai berikul :

1. Permasalahan penelitian bersifal umum, terbuka;
2. Vanabel/indikator operasional bukan hal penting, melainkan isu
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3. Kerangka teon digunakan hanya sebagai pijakan untuk membuat
abstraksi dan konseptualisasi data-data individual;

4. Kesimpulan merupakan “konsensus” temuan dan kasus-kasus
individual;

5. Prosedur fleksibel dan bervariasi;

6. Pengumpulan data bervariasi dan seringkali peneliti menjadi
instrument utama;

7. l.aporan terseleksi dan terfokus pada hal-hal khusus.

B. Tempat Penelitian
Sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang ingin diteliti, maka
penelitian in1 diadakan atau dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Barito Timur, yaitu pada beberapa Satdari-Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Kabupaten Barito Timur yang berkaitan erat dengan penelitian ini,
dimana ada beberapa Pegawai Negeri Sipil” yang bekerja di Satuan Kerja
Perangkat Dacrah (SKPD) dijadikap/sumber data.
C. Sumber Data
Dalam  pencliipnsim,  pengambilan data akan menggunakan  Merode
Purposive Sapiplingyaitu peneliti memilih informan yang dianggap tepat, tahu
dan dapat dipefcaya untuk menjadi sumber dala yang akurat. pihak-pihak yang
dijadikan informan adalah para pegowai yang berhubungan langsung dengan
proses penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, yailu unsur pimpinan
yang memegang [abatan struktural, serla pegawai sebagai unsur staf yang
bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupalen Barito Timur. Informan tersebut
adalah :
1. Drs. Dwi Aryanto, Kepala Bidang Diklat pada BKD Kabupaten Barito
Timur;
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2. Mishael, S.Pi.,SE, Kepala Bidang PSDA dan PTTG pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.;
3. Seskal Harrybuni, SH, Kepala Sub Bagian pada Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah kabupaten Barito Timur;
4. Sapta Prasetyo, S.IP.MA, Kepala Sub Bidang Pelatihan pada BKD
Kabupaten Barito Timur;
5. Didi Sastra Diputra, SH, Ananalis Kepegawaian (unsr 8$taf) pada BKD
Kabupaten Barito Timur.
D. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperobeh data dalam penelitiaifini digunakan beberapa teknik,
yailn : observas), teknik interview _alau wawancara, Icknik library atau
kepustakaan, Ketiga tcknik, digunakan secara bersama-sama  agar saling
melengkapi satu denggn yangTain, dimana penjelasan teknik tersebut adalah :
a. Obscervasi
Metode “perigumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung
adalah statu metode pengumpulan data dengan menggunakan indera mata
tanpa menggunakan pertolongan alat standar. Sehubungan dengan hal
tersebut, mmaka penelitian ini dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan
dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki.  Dan berkaitan
dengan proses observasi ini. selain pengalaman peneliti sebagai Pegawai
Negeni Sipil yang berkedudukan sebagai pegawai yang dinilai dan pejabat

penilai, peneliti juga akan melakukan pengamatan secara langsung berkaitan
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dengan proses Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negei Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur,
b. Interview (wawancara)
Pengumpulan data selain dengan observasi atau pengamatan, yaitu dengan
metode interview atau wawancara. Dalam hal inj informasi atau keterangan-
kelerangan diperoleh langsung dari informan dengan bertatap muka atau
bercakap-cakap. Jadi penggunaan interview dalam pénelitian ini adalah
sebagai alat utama untuk mencari atau mengumpulkan informasi yang lidak
dapat diperoleh dengan cara lain. Adapun wawancara dalam penelitian ini
akan ditlnjukan kepada para pejabat, stvuktural  berdasarkan lingkat
eselonisast yang umumnya sebagal atasan pejabat penilai dan pejabat
penilai, serta para pegawai lainnya scbagai unsur stat dan umumnya scbagai
pegawan yang dinilai?
¢. Library {Kepudtakaat)
Libvary catag Skepustakaan adalah sebagar bahan dasar untuk menyusun
kunscp-Kensep teorilis dan menjelaskan analisa data berupa buku literatur,
Jurnal ilmiah, ataupun media lainnya sebagai sumber data dan analisis, yang
memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu berkaitan dengan manajemen
sumber daya manusia, organisasi serta proses penilaian kinega di
lingkungan organisasi pemerintah.
E. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam lesis ini akan dimulai bersamaan dengan

pengumpulan data dan mengelompokan, dilafsirkan dan memberi makna dan
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uraian penjelasan. Menurut Miles dan huberman (dalam sugiyono : 2011)
proses analisis bersifat interaktif yaitu, data collection, data reduction, data
display, conclusion/verification. Sedangkan Analisis data menurut Patton
(dalam Lexy Moeloeng, 1990:103) adalah :

“Proses pengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suvatu pola,

kategori dan saluan uraian dasar yang membedakan dengan penafsiran,

yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan
uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensiutaian”.

Adapun dalam penelitian ini, analisis data akan dMakukan dengan
tahapan mengatur, mengurutkan, mengelompokan, “memberi kode dan
mengkateporisasikan serla menafsirkan datatetsebat, guna memberikan makna
atas data yang didapat, sebelum menarik atai mengambil kesimpulan. Dengan
demikian hasil analisis ini diharapakan mampu memberikan gambaran
bagaimana proses penifaian ™ Kinerja, manlaat  serta  laktor-laktor yang
mempengaruhi penilaian, serta mampu menjelaskan respon, rencana aksi dan
harapan dari egawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaters Barito ‘Timur, berkenaan dengan implementasi penilaian prestasi

kerja pola baru schingga bermapfaat bagi kinerja organisasi atau SKPPD dan

pengembangan kapasilas pegawal.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian atas penelitian tentang rencana implementasi
penilaian prestasi kerja dengan pola baru, dimana lokus penelitian dilaksanakan

di Kabupaten Barito Timur dan dengan memperhatikan »analisis hasil

penelitian, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pegawai atau karyawan merupakan aset yang paling penting yang harus
dimiliki suatu organisasi, dan bukan semata-rirata hanya sebagai alat untuk
mencapai tujuan. Oleh karenanya/pegawai yang juga dapat disebut sebagai
sumberdaya manusia harusdikembangkan, didayagunakan, dan terus diberi
motivasi agar lebih berkifierja’dan berproduktif. Dalam Pembinaan Pegawai
Negeri, inti penataan sumber daya manusia aparatur adalah penerapan
sistem merit, dolam manajemnen kepegawaian, mulai dan perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi sistem, pendidikan dan latihan yang efektif;
standarisasi dan peningkatan kinerja dan pola karier yang jelas dan
terencana. Apabila dikaitkan dengan orientasi suatu organisasi untuk
mencapai 1ujuan dan sasaran kerja, maka penilaian prestasi kerja pegawai
atau karyawan memegang peranan yang sangat penting. Penilaian prestasi
kerja bukan saja untuk melihat bagaimana kinerja pegawai, namun juga
akan bermanfaat bagi pengembangan kemampuan dan kompetensi serla
jenjang karier karyawan atau pegawainya;
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2. Respon positif Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Barito Timur serta uraian penjelasan atas pemberlakuan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilatan Prestasi Kerja
Pegawai Negeri Sipil dapatlah dibangun svatu pemahaman bersama, bahwa
begitv pentingnya percepatan perubahan pola penilaian yang selama ini
memiliki banyak kelemahan, dimana kelemahan ataupun bias-bias dan
proses penilaian prestasi kerja, sudah semestinya harus_diperbaiki dan
menjadi tuntutan dan harapan instansi pemenintah, derutama semua Pegawai
Negen Sipil dalam rangka perbaikan kinefja ddn’ menjadikan Pegawai
Negeri Sipil yang profesional. Pola penildian baru ini juga nantinya dapat
menjamin obyektifitas dalam pembirisan” Pegawai Negen Sipil berdasarkan
sistcm karier dan sistem prestasi‘kerja. Keyakinan positif  dari Pcgawai
Negeri Sipil di Lingkdngan Pemerintah Kabupaten Barito Timur atas
pemberlakuan pola baru penilaian prestasi kerja Pegawai Negen Sipil
adalah hasil ‘pentaiannya akan berdampak pada perbaikan dan peningkatan
kualitas pekerjaan yang menjadi tuntuian unit kerja. Selain itu juga pola
penilaian ini akan menciptaan pengalaman belajar dalam memotivasi
pegawai untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kinerjanya serta
melihat kembali kinerja yang lalu dan membandingkannya antara kinerja
yang dicapat dengan kinerja yang diharapkan.

3. Dalam rangka mempersiapkan Pegawai Negeri Sipil untuk menghadapi
perubahan Penilatan Prestasi Kerja PNS berbasis kinerja berdasarkan

Peraturan Pemerintah baru Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi
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Kerja Pegawai Negeri Sipil, tentunya langkah pertama yang umumnya
dilakukan oleh intansi pemerintah adalah melakukan sosialisasi. Usaha
membangun suatu sistem penilaian prestasi kerja pegawai harus dimulai
dengan menyempurnakan informasi mengenai tugas dan fungsi dari jabatan
yang di emban oleh masing-masing pegawai. Semua Pegawai Negen Sipil
dan Calon Pegawai Negen Sipi! di tiap unit kerja atau Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) harus mengetahui dan meniahami proses
Penilaian Prestasi Kerja ini. Bukan hanya penilai, tetapi semua Pegawai
Negeri Sipil, baik penilai maupun yang dinilar) Se(tap instansi Pemerintah,
khususnya Satwan Kerja Perangkat{ Daerzh (SKPD) di  Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Timurharos mulai mempersiapkan perangkal
untuk mcnjamin optimalisasi | fungsi SKP bagi peningkatan Kincrja
organisast. Untuk bisa Mmelaksanakan amanat dalan Peraturan Pemerintah
tersebut, maka, Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKI’D) juga harus
menata aturan kerja secara rapi dan terstruktur dengan pembuatan Standar
Opetasional Prosedur sesuai dengan apa yang menjadi tugas pealayanannya
masing-masing seluruh Aparatur Pemerintah, khususnya Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur harus dapat
merubah pola pikir (mindset) dan Budaya kerja (cwltureset ) birokrasi kita
menjadi aparat birokrasi yang bersih, Bebas dari KKN, kompetitif dan
memiliki daya saing tinggi dalamn mengemban tugas negara sebagai pelayan

masyarakat.
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4. Dengan berlakunya Pcratpran Pemerintah yang baru ini, Pegawai Negen
Sipil di Kabupaten Barito Timur memiliki harapannya atas implementasi
pola penilaian prestasi kerja yang baru, yaitu akan menghasilkan penilaian
yang obyektif dan terukur, dan akan berdampak pada pengembangan karier
Pegawai Negeri Sipil dan menjadikan Pegawai Negeri Sipil yang
profesional. Promosi jabatan, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat
dan lain sebagainya adalah sebagian harapan dari sebuah/hasil penilaian
individu Pegawal Neger Sipil. Penilaian prestasickena adalah merupakan
bagian dari sistem reward atau penghargaan 'dai’ hukuman (punishment)
suatu organisasi, sehingga harapan dari Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten
Barito Timur Pejabat Pembina Képepgawaian harus memiliki keinginan kuat
atau mcmpunyai komitmen untuk”memberikan penghargaan bagi Pcgawai
Negeri Sipil yang berprestasi dan menjatuhkan hukuman disiplin bagi
Pegawai Negeri Sipil yang berkinerja kurang baik, hal im agar memberikan
rasa keadilah, bagi Pegawai yang berprestasi dan Pegawai yang udak
berprestast, yang akan berdampak baik bagi kinerja dan kondisi kerja
masing-masing unit kerja atau saluan kerja perangkat daerah.

B. Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan disimpulkan oleh

Peneliti di atas, maka ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan,

berkaitan dengan rencana implementasi pola baru penilaian prestasi kerja

Pegawai Negert Sipil di Kabupaten Barilo Timur, adalah sebagai berikut :
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1. Untuk lebih dimengerti dan dipahaminya pola baru penilaian prestasi kerja
Pegawai Negen Sipil secara mendalam, terutama dalam pembuatan sasaran
Kenja Pegawai (SKP) maka Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui
Badan Kepegawain Daerah harus melakukan pelatihan dan simulasi
penyusunan SKP secara itensif yang melibatkan semua Pegawai Negeri
Sipil. Kemudian para pejabat penilai atau pejabat yang menduduki jabatan
struktural pada semua tingkatan Eselon 11, 111 dan 1V harus ‘benar-benar tahu
serta memahami tata cara penilaian. Hal ini agar pelaksanaan Peraturan
Pemerintah ini dapat berjalan dengan efektif dapat diterima semua pihak dan
tidak merugikan Pegawai Negeri Sipil yang akan dinilay.

2. Pemerintah Kabupaten Barito “Fimur, melalui masing-masing Satuan
Pcrangkat Dacrah (SKPB)\juga” harus mcmpcrsiapkan buku pcdoman
manual, mengenai tshapaw dan sistem penilaian, tugas-tugas pejabat pemlai,
lugas-tugas Pegawal Negen Sipil yang dinilai, serta hal-hal lain berkaitan
dengan proses, penilaian dan pendokumentasian hasil penilaian.

3. Hasil\ dari setiap penilaian preslasi kerja Pegawai Negeri Sipil di masing-
masing SKPD idealnya harus dimasukan ke dalam database secara
komputerisasi. Hal ini peru dilakukan karena untuk menangani administrasi
data dan pemberian skor atau nilai masing-masing Pegawai Negeri Sipil
seria akan mempermudah mengoreksi kesalahan penilaian. Di samping itu
pula untuk pengolahan data dengan sistem komputerisasi ini diharapkan
dapat menghubungkan hasil penilaian dengan sistem aplikasi lainnya.
Pentingnya pengolahan dala penilaian prestasi keja ini, agar dapat
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meyakinkan bahwa sistem penilaian adalah mudah bagi penilai untuk
menggunakannya dan hasilnya dapat ditabulastkan dalam cara atau aplikasi
tertentu. Untuk itu sebagai rekomendasi dari peneliti, Pemerintah Kabupaten
Barito Timur, melalui masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) harus mempersiapkan sistem aplikasi secara komputerisasi untuk
pengolahan data penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil, sehingga
akan mempermudah dalam evaluasi dan pemanfaatan' hastl penilaian

prestasi kerja individu masing-masing Pegawai Negeri Sipil.
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Lampiran : Pedoman Wawancara

Dalam ini penelitian ini, Peneliti hanya mengemukakan rencana wawancara
secara garis besar yang akan dikembangkan secara lebih mendalam pada saat
wawancara dilakukan terhadap informan, sehingga akan diperoleh informasi yang
lengkap, aktual dan akurat, sebagai berikut :

1. Bagaimana Tanggapan atau respon dart Pegawai Negen Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Timur, berkenaan dengan rencana
pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 201 I Tentang penilaian
kinerja Pegawai Negen Sipil yang akan diimplenieniasikan pada tahun 20147

2. Tahapan-tahapan atau hal-hal apa saja yang ‘perlu dipersiapkan berkaitan
dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah tersebut, baik bagi organisasi
maupun bagi PNS itu sendin?

3. Bagaimana rekomendasj.dan harapan PNS i Kabupaten Barite Timur

berkaitan dengan pola atan standar penilaian prestasi kerja yang baru?
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Lampiran : Hasil Wawancara :

Nama Informan : Sapta Prasetyo, SIP,.MA.

Jabatan : Kasubbid Pelatihan pada BKD Kabupaten Barito Timur
Waktu wawancara  : Selasa, 8 Oktober 2013, jam 19.00 wib

Tempat : Rumah Sapta Prasetyo, SIP, MA

Hasil Wawancara

Peneliti : Terima kasih kepada Pak Sapta yang sudah menerima kami
pada malam hari ini dan bersedia untuk membantu kami
dalam mencari dan mengumpulkan data guna kepentingan
penulisan Tesis sebagat syarat penyelesalan pendidikan
Program S2 MAP Universitas Terbuka. Penilaian kinerja
PNS sampai saat ini, satu-satunya instrument alat untuk
mengukurnya prestasi kerja PNS\ adalah melalui DP3
berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2009, namun ada banyak
kritikan atas proses penilaiafi_dan pendokumentasian hasil
penilaiannya, antara lain pénilaian” selama ini tidak obyektif,
tidak terukur dan tidak “tfansfaran. Tidak obyektifnya
penilaian  tersebut _tentunya semata-mata atas penilaian
subyektif dari pejabat’penilaian yang muncul karena tidak ada
ukuran atau standayd-untuk melihat keberhasilan atau prestasi
dari PNS yang\dinilai, belum lagy ada bias atau penytmpangan
dan proges ‘pendaiannya. Seringkali kita jumpai atau kita
dengar, klfususnya di Kabupaten Barito Timur nilai-nilai yang
didokustentasikan  adalah  nilai-milai  kesepakatan  antara
péiabat penilai dan NS yang dinilai, kemudian DP3 baru
akan/dibuat ketika PNS hendak mengusulkan  kenaikan
pangkat. Berkailan dengan banyaknya kritikan atas penilaian
prestasi kerja PNS, maka lahirlah PI® Nomor 46 tahun 2011
Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan
baru akan berlaku 1 Januari 2014. Hal yang membedakan
antara pola penilaian yang lama dengan PP ini adalah
penekanannya pada prinsif penilaian yang objektif, terukur,
akuntabel, partisipatif dan transparan. Untuk menyongsong
pemberlakuan PP ini bagaimana tanggapan atau respon dari
Pak Sapta berkenaan dengan rencana pemberlakuan atau
penerapan PP ini pada Tahun 2014 nanti?

Sapta P. : Jadi untuk  penilaian  prestasi kerja yang  siap
diimplementasikan pada tahun 2014 sebagai pengganui PP
yang lama atas penilaian kinerja PNS, saya kira sudah sesuai
dengan tuntutan saat ini. Karena bagaimanpun, sesual dengan
semakin meningkatnya beban tugas dan tanggung jawab
sebagai seorang pegawai negeri sipil dan mengingat tantangan
ke depan juga semakin berat yang tidak mudah dan
kecenderungan pelaksanaan tugaspun harus menuntut
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peningkatan kemampuan, dalam artian PNS harus
professional dan mampu menjawab berbagai tantangan era
globalisasi, sudah barang tentu hal inilah yang harus
dipersiapkan oleh seorang PNS. Tentu saja dalam
menghadapi perubahan pola penilain yang baru tersebut harus
ada dukungan dari PNS itu sendiri dengan artian siap tidak
siap hamis dilaksanakan. Perubahan yang mendasar penilaian
ini adalah peraluran lama lebih kepada penilaian perilaku
kerja, sedangkan peraturan baru ada tambahan dua point
kriteria penilaian yaitu Sasaran Kerja Pegawai atau SKP yang
harus dibuat oleh masing-masing pegawai, baik dari unsur
lini, staf sampai level tertinggi sebagai dasar penilaian.
Kemudian baru penilaian perilaku kerjanya grang dapt dilihat
oleh unsur pimpinan dan unsur pimpnard yang lebih tinggi
lagi. Dua hal inilah yang menjadi «cemtinan bagaimana
mengukur pelaksaan kerja seorang PNS ilulah tanggapan atas
penilaian  kinerja, mungkin € _Keédepannya bagaimana
mensosialisasikan kepada Pegawai’ Negen sipil, baik
structural maupun f[ungsional sehingga ada kejelasan pada
saat penerapannya, SKP yapg~ bagaimana yang diisi oleh
pegawai struclural dan SKP yang bagaimana yang diisi oleh
PNS [lungsional sdpaya tidak lerjadi bias dari kehendak
peraturan itu, yangsawainya maksudnya baik tetapi jika tidak
diberikan pesjclasan” jusiru akan menjadi penghambat atau
batu sandungan dalum pelaksanannya.

Peneliti . Ternma kasih Pak sapla, jadi kalau boleh saya tangkap tadi
bahwa ‘rencana pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor
46 tahan 2011 i, aspek yang akan dinilai dari PNS itu
betkaitan dengan sasaran kerja pegawal, kemudian adalah
perilaku kerja dari PNS itu sendin. Jadi karena penekanan
penilaian adalah dua hal tersebul, kira-kira hal-hal apa saja
yang perlu dipersiapkan atau hal-hal apa yang akan
direncanakan unluk semua PNS, baik pejabat penilai maupun
PNS yang dinilay? Karena yang dikehendaki dari peraturan
yang baru ini adalah proses penilaian yang obyekiif, terukur,
partisipatil dan transparan, Bagairmana kira-kira Pak sapta?

Sapta P. . Untuk Tahapan-tahapan memang imlah yang paling penting.
Peraturan baru jangan sampai artinya justru sama dengan
peraturan lama, artinya peraluran yang baru berjalan dengan
hal-ha! yang baru juga, apabila ada peraturan bart untuk apa
peraturan yan lama kita gunakan, tahapan-tahapan ini pertama
ibarat sebuah mata rantai ada pejabat yang dinilai dan ada
pejabat yang menilai, begitupun pejabat yang menilai juga
menjadi pegawai yang dinilai, itulah mata rantai yang saling
berkaitan. Jadi tahapan yang pertama sebagaimana yang telah
disampaikan bahwa paling penting adalah dari pejabat penilai
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Porss icbih dahulu tahu mengenai hal-hal baru, terutama
towaitan dengan SKP, apa saja yang perlu dipersiapkan
40t SKP sehingga dia bisa tahu, bagaimana stafnya
qempersiapkan SKP dan begitu juga staf nantinya tidak
binpwei Jalam pembuatan SKP dan jelas akan bertanya
kepada atasan langsungnya, begitu juga atasannya bagaimana
dia Disa membimbing bawahannya kalau dia sendiri SKP
¢+ i~ o vang harus dibuat, karena dia sendin pun harus
ine~heai SKP yang dinilai oleh atasan berikutnya. Jadi yang
: wima adalah sosialisasi, bagaimana bentuk SKP
; . dibuat dan hal-hal apa saja yang menjadi
pa illinhdl'l[_al'l oleh oleh atasan untuk memberikan penilaian
yang ohyekltif, transparan kepada bawahangKemudian yang
kedua .wlalah hal yang pelu dipersiapkdn ‘enti saja yang
berkmuan dengan nomer dua tadi adalah ‘perilaku kerja, yang
diltt * an sudut pandang obyektif _seorang pimpinan menilai

Boeova s sbecatifitas dan bawahdn,/bagaimana sikap ataupun
!y - vivcaanya dan bagaimana’prakarsa  atau  yang
nisaeet v swdah - mengetahui peraturan baru hal-hal apa yang
p.kan. Jadibobat/yang paling besar adalah 60 %

-+ + « ~nja hal inl menjadi pertimbangan yang benar-

ilang,~sehingga tidak terjadi kesalahan atau

. wualisie kesalahan dan nilai yang diberikan dapat

«nal “dipertanggungjawabkan kemudian, jadi

rsiapkan yang dapat diterapkan pada tahun

o W) setiap pejabat strictural maupun fungsional

‘-1 vang yang harus dilakukan masing-masing
supersiapkan SKP tersebut.

-« Sapta, barangkali berkaitan dengan sasaran
thah ada hubungan dengan beban kerja PNS?
verja PNS tni bias dijadikan sasaran Kerja
« seorang PNS itu sebagai pengolah data

... kerja yang harus dikerjakan dalam jangka

+ bhisa membuat atau menyusun target
' salnya harus mengolah data seribu pegawai
waktu tertentu, apakah ini ada hubungan
..t dari seorang PNS?

vt Bt .. menjadi suatu acuan untuk membuat SKP,
1,7 i .aig mungkin hal-hal berkaitan dengan beban

1 ahowercantum dalam uraian tugas pokok masing-

i ¢ warena setiap PNS memiliki tugas pokok dan

@ - . . ansing dan berkaitan dengan vraian tugas dan

..+ .. 1 u saja hal ini sangat-sangat berkaitan dengan

T anan SKP, Cuma metode penyusunannya

Jijadikan laporan tahapan untuk dijadikan

Jijelaskan bagaimana tahapan-tahapan SKP
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itu sendiri, Cuma pada dasarnya beban kerja sudah pasti
menjadi acuan untuk mengukur kemampuan dan juga
kesiapan daripada pegawai untuk mendapatkan nilai seperti
apa yang diharapkan, sehingga nilai yang diberikan bisa
obyektif. Untuk itu setiap orang atau PNS dituntut tanggung
jawab dan tanggung jawab itulah yang dapat menjadi acuan
untuk diberikan penilaian melalui DP3 itu sendiri.

Peneliti : Terima kasth Pak sapta, barangkali ini pertanyaan terakhir.
Berkaitan dengan harapan atau rekomendasi  atas
pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2011 yang didalamnya
ada perubahan, misalnya pola penilaian, pendokumentasi nilai
yang diberikan, kemudian paling tidak untuk.meminimalisir
bias-bias penilaian dalam proses penil@ian. Kira-kira
bagaimana harapan atau rekomendasidari proses penilaian
prestasi kerja?

Sapta P. :  Ya, harapannya kedepan bahwa setiap pegawal negen sipil
mulai dari level atau jenjanp.tevendah sampai dengan level
atau jenjang tertinggl bisa bepar-benar mengetahui apa yang
harus dilakukan apa yang ‘menjadi tugas dan tanggung
jawabnya. Kemudian-dengan adanya penilaian kinerja yang
baru im artinya selain“0byektif tadi ada transparan, akuntabel
dan sebagainya, setiap PNS terutama pejabat eselon 1V disini
bisa benar-bepar bisa membimbing bawahannya, sehingga
tidak ada-iagi bawahan yang ibaralnya cuma duduk diam
letapi‘disint benar-benar dituntut mereka bertanggung jawab
atas pekerjaan yang (clah diberikan, terutama untuk pejabat
esclost 1V dan stal sehingga tidak ada kecemburuan di level
staly 'misalnya yang satu melaksanakan pekerjaan berat dan
yang satu tidak ada pekerjaan sama sekali, dengan adanya
penilaian berdasarkan SKP dapat dilihat bobot dari masing-
masing PNS atas tingkat kemampuan, sehingga timbul
persaingan sehat dan keinginan untuk menjadi lebih baik lagi
dan yang sebelumnya. Mungkin saja yang sebelumnya tidak
peduli dengan pekerjaan menjadi peduli, disinilah dituntut
kepada masing-masing langgung jawab dari setiap staf itu
sendiri.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

107



41635.pdf

Nama Informan : Didi Sastra Diputra, SH

Jabatan : Analis Kepegawaian pada BKD Kabupaten Barito Timur
Waktu wawancara  : Jumat, 25 Oktober 2013, jam 08.00 wib

Tempat : Ruang Sekretaris BKD Kabupaten Barito Timur

Hasil Wawancara

Peneliti : Terima kasih kepada Pak Didi yang sudah menyediakan waktu
untuk mcmbantu kami dalam mencari dan mengumpulkan data
guna kepentingan penulisan Tesis sebagai syarat penyelesaian
pendidikan Program S2 MAP Universitas Terbuka. Pak Didi
bahwa Penilaian kineja PNS sampai saat ini, satu-satunya
instrument atau alat untuk mengukurnya prestasi kerja PNS
adalah melalui DP3 berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2009,
namun ada banyak  krittkkan atas proses “penilaian dan
pendokumentasian hasil penilaiannya,\anlara lain penilaian
selama ini tidak obyektif, tidak tefukur dan tidak transfaran.
Tidak obyektifnya penilaian tersébut.tentunya semata-mata atas
penilaian subyektif dari pejabat/penifaian yang muncul karena
tidak ada ukuran atau standard wirtuk melihat keberhasilan atau
prestasi dart PNS yang dinilai, belum lagi ada bias atau
penyimpangan dari proses)penilaiannya. Seringkali kita jumpai
atau kita dengar, khtsusnya di Kabupaten Barito Timur nilai-
nilai yang didokumentasikan adalah nilai-nilai kesepakatan
antara pejabatpenilai’ dan PNS yang dinilai, kemudian DP3 baru
akan dibuat k€tika' PNS hendak mengusulkan kenaikan pangkat,
dan schagainya. Berkaitan dengan banyaknya krnitikan atas
penildian prestasi kerja PNS, maka lahirlah PI* Nomor 46 tahun
2011 Teitang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan
baru“akan berlaku | Januari 2014. Hal yang membedakan antara
pola penilaian yang lama dengan PP ini adalah penekanannya
pada prinsif penilaian  yang objektif, terukur, akuntabel,
partisipatif dan transparan, serta ada unsur yang dinilai, yaitu
sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja. Untuk menyongsong
pembertakuan PP ini bagaimana tanggapan atau respon dan Pak
Didi berkenaan dengan rencana pemberlakuan atau penerapan
PP ini pada Tahun 2014 nanti?

Didi sastra  : ‘lerima kasih Pak, pertama-tama kila menyambut positif dengan
adanya PP 46 Tahun 2011 ini, dimana kita tahu selama ini
system penilaian yang kita pakai yang sering kita kenal dengan
DP3 mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaan
sekarang ini, dengan adanya PP 46 tahun 2011 ini mungkin
penilaian bukan hanya dari pejabat penilai, akan tetapi Si PNS
yang bersangkutan dapal mengukur tolak ukur dari kemampuan
pegawai negen sipil itu sendiri melalui SKP yang disusun oleh
Pegawai Negen Sipil itu sendiri da nada penilaian-penilaian
yang melalui pemantauan alau pengamatan dan pejabat penilai
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itu sendiri mengenar perilaku kerja pegawai negeri sipil yang
dinilai. Jadi saya selaku pegawai negeri sipil merespon baik akan
adanya pp 46 tahun 2011 ini. Mungkin itu saja pak.

Peneliti : Terima kasih Pak Didi, Tadi disebutkan ada Sasaran kerja
pegawai dan Perilaku Kerja Pegawai, nah untuk pemahaman
lebih mendalam tentang SKP dan perilaku kerja itu, apa saja
yang dapal dilakukan, apakah dengan sosialisasi dan kalau itu
dilaksanakan sosialisasi, hal apa saja yang perlu didalami supaya
semua pns tahu dan mempunyai pemahaman yang sama? jadi
kalau boleh saya tangkap tadi bahwa rencana pemberiakuan
Peraturan

Didi Sastra : Menurut saya pak, sebenamya tanpa sosialisasipun kalau sudah
diundangkan dalam lembaran Negara, bahwa tahu tidak tahu
seorang Pegawai Negeri Sipil itu_harus tahu, karena kita
beranggapan bahwa segala sesuatu yarg dikeluarkan Pemerintah
mengenai adanya perubahan, ada pergantian diperlukan suatu
pemahaman butuh wakiu ddn~ proses, akan tetapt memang
terkadang kita tidak bisa miemungkiri juga untuk setiap Pegawai
negeri sipil ada yang.tidak'1{ahu atau kurang paham maka
mungkin perlu juga melakukan sosialisasi, akan 1etapi perlu juga
kita mempersiapkan apa yang menjadi tujuan, sasaran yang ingin
dicapai. Misalkan, saja‘kita harus membuat peta jabatan, uraian
tugas dan [ungsi scorang Pegawai negeri Sipil, bak itu dari
tingkat pejabat structural eselon N, Il dan IV sampai ke tingkat
jabatap $wigsional umum, jabatan fungsional khusus yang ada di
bawshsiya, Sehingga dalam penyusunan SKPnya nanti seorang
Pegawai” Negeri Sipil tahu tugas dan fungsinya sehingga
berkaitan dengan itu juga ada kaitannya dengan analisis
Jabatannya, sehingga sasaran dan capaian yang disusun dalam
SKP itu dapat tercapai, ada tolak ukurnya dapat dicapai atau
tidak. Dan mengenai perilaku kepjanya mungkin dan
pengamatan itu berkaitan dengan system dan pola kenga di
instansi masing-masing yang bersangkutan.

Peneliti : Tertma kasih sekali lagi Pak Didi, jadi itu berkaitan dengan
banyak hal atas presepsi dan pemahamannya, kira-kira ada tidak
tahapan... berkaitan dengan kesiapan dan institusinya ataupun
dari pegawat itu sendiri, baik Pejabat penilai maupun PNS yang
dinilai?

Didi Sastra : Tahapan menurut saya Pak mungkin Pegawai Negeri Sipil itu
harus tahu betul tugas dan fungsinya dan itu sebenarnya dapat
terlihat dan peta jabatan dimana harus dipersiapkan dulu peta
jabatan di tiap-tiap SKPD harus ada, dimana seorang Pegawai
Negen Sipil, khususnya untuk jabatan fungsional umum dan
jabatan fungsional khusus, dimana mereka dibawah )abatan
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pejabat structural eselon IV, dimana nanti uraian tugasnya harus
ada kesinkronan dengan pejabat structural eselon IV nya dengan
jabatan fungsional dibawahnya. Nanti disitu akan kelihatan
prosentase fungsi manajerial dan fungsi teknisnya, nanti dalam
penyusunan SKPnya tidak nagmbang, jadi ada sinkronisasi
antara uraian tugas fungsi pejabat structural dengan staf yang
ada di bawahnya.

Peneliti : Terima kasih Pak Didi dan ini barangkali yang terakhir. Kira-
kira bagaimana rekomendasi atau harapan dan PNS atas
pemberlakuan system atau pola baru penilaian prestasi kerja
PNS?

Didi Sastra : Harapan kita ya Pak mungkin dengan adanya PP 46 Tahun 2011
ini dalam hal penilaian prestasi kerja, ya Sysiém karier lebih
dititik beratkan pada prestasi kerja, jadi presiasi antara PNS yang
satu dengan yang lainnya nantinya_dkan beda, ini berkaitan juga
dengan pola kariemya dalam {engkaderan misalnya, dalam
persiapan Pegawai Negeri (Sipil® dalam mendudiki jabatan
structural mungkin SKP 2iav penilaian penlaku kerja menjadi
acuan untuk Tim Baperjakat Kabupaten Barito Timur untuk
menempatkan Pegawai~Negeri Sipil yang memiliki dedikasi
tinggi, prestasi kerja yang baik untuk menduduki suatu jabatan
struktural terteritu,misalnya dengan sistem pentlaian prestasi
kena.

Peneliti  T'erima Kasih, kira-kira harapan apa lagi atau masukan berkaitan
pelaksanaanya?

Didi Sastra  : «_Ya mungkin rckomendasinya agar dimantapkan, kita mengetahui
ada’kasubbag Kepegawaian di setiap SKPD mungkin yang lebih
ditckankan dan lebih diben pemahaman supaya nanti penjabaran
dan pelaksanaan di setiap SKPD itu tidak ngambang, setidaknya
ada yang lebih paham dan dapat menularkan pemahaman itu
supaya dalam pelaksanaannya efektifnya pada Tahun 2014,
beranggapan ada yang tidak tahu atas perubahan dari DP3
menjadi pola baru penilaian prestasi kerja PNS.

Peneliti :  Baik terima kasih Pak Didi yang sudah menyediakan waktu serta
memberi tanggapan atas beberapa perlanyaan kami, dan
mungkin saja nantinya kami akan bermohon kembali untuk
mengkomfirmasi atas temuan kami selanjutnya.
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Nama Informan : Drs. Dwi Aryanto

Jabatan : Kabid Diklat pada BKD Kabupaten Barito Timur
Waktu wawancara  : Selasa, 22 Oktober 2013, jam 11.00 wib

Tempat : Ruang Kabid Diklat BKD

Hasil Wawancara

Peneliti . Terima kasih kepada Pak Dwi yang sudah menerima kami
pada hari ini dan bersedia unfuk membantu kami untuk
melakukan dalam mencari dan mengumputkan data guna
kepentingan penulisan Tesis sebagai syarat penyelesaian
pendidikan Program S2 MAP Universitas Terbuka. Penilaian
kineja PNS sampai saat ini, satu-satupya(instrumen alat
untuk mengukurmya prestasi kerja PNS\adalah melalui daftar
penilaian pelaksanaan pekerjaan atau\yang kita kenal dengan
sebutan DP3. Namun diakui banyak memiliki kelemahan dan
tidak memberi manfaat bagi{instilzsi birokrasi pemerintah
maupun bagi pengembangan kapasitas pns itu sendiri. Proses
penilaian yang tidak Obyek(if, tidak terukur dan tidak
transfaran adalah masaiah * yang selama ini terjadi. Ketidak
obyektifnya penilaian terscbut  semata-mata  karena
penilaianan subyektif “dari pejabat penilai yang tentu saja
sangat mudafi terjadinya bias atau penyimpangan dalam
proses peailaiannya. Berkaitan dengan banyaknya kritikan
atas penilaian prestasi kerja PNS, maka lahirlah PP Nomor 46
tahun 201 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri
Sipil dan” baru akan berlaku | Januari 2014. Hal yang
niembedakan antara pola penilaian yang lama dengan PP ini
adalah penekanannya pada prinsit’ penilaian yang objektif,
fcrukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Untuk
menyongsong pemberlakuan PP ini bagaimana tanggapan
atau respon dari Pak Dwi berkenaan dengan rencana
pemberlakuan atau penerapan PP ini pada Tahun 2014 nanti?

Dwi Aryantlo  : Sebenarnya baik kalau pola baru ini ini diterapkan, dimana
penilaian bisa terukur dan tidak ada lagi unsur subyektivitas
dalam penilaian, sehingga penerapannya sangat diharapkan
oleh seluruh PNS, khususnya PNS yang ada di Barito Timur
ini. Untuk itu perlu sosialisasi kepada setiap PNS dalam hal
penyatuan pemahaman agar dalam melaksanakan penilaian
prestasi kerja pola baru dalam pelaksanaanya lebih baik.

Peneliti : Tenma kasih Pak Dwi, kemudian tadi untuk lebih memahami
dan mempunyai komitmen itu, tahapan-tahapan tadi salah
satunya tadi disebutkan sosialisasi, kira-kira selain sosialisasi
untuk lebih mendalamnya pemahaman tentang pola baru
penilaian prestasi kerja PNS, hal-hal apa yang perlu
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dilaksanakan?

Dwi Aryanto  : Selain sosialisasi karena ini adalah sesnatu yang baru, paling
tidak ada Pegawai yang benar-benar mengetahui dan
memahami lebih dulu, sehingga dapat mensosialisasi kepada
kawan-kawan PNS lainnya dikarenakan terlalu rumit proses
penilaiannya.

Peneliti : Mungkin ini yang terakhir Pak Dwi. Berkaitan dengan
harapan atau rekomendasi atas pemberlakuvan PP Nomor 46
Tahun 2011 yang didalamnya ada perubahan, misalnya pola
penilaian, pendokumentasi nilat yang diberikan, kemudian
paling tidak untuk meminimalisir bias-bias penilaian dalam
proses penilaian. Kira-kira bagaimana | barapan atau
rekomendasi dari PNS di Kabupaten ‘Barito Timur ini atas
proses penilaian prestasi kerja?

Dwi Aryanto  : Saya kira harapan kita kedepan;-kalau hal ini diberlakukan
dan dilaksanakan dengan «ara yang benar...pengembangan
karier pegawai dan mehingkatkan profesionalilas pegawai,
dimana pegawai lebih bisa‘'menghargai waktu, lebih disiplin,
apa yang dikerjakan”lebih sesuai dan terukur, jadi lebih
professional lah begitu.
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Nama Informan : Seskal Harrybuni, SH

Jabatan : Kasubbag Kelembagaan pada Setda KabuBarito Timur
Waktu wawancara  : Sabtu, 26 Oktober 2013, jam 08.30 wib

Tempat : Rumah Bapak Herybertus P.

Hasil Wawancara

Penelit) : Terima kasih kepada Pak Seskal dan Pak [lery Tuan rumah
yang telah menyediakan tempat untuk menerima kami pada
hari ini dan bersedia untuk membantu kami dalam mencari
dan mengumpulkan data guna kepentingan penulisan Tesis
sebagai syarat penyelesaian pendidikan Program S2 MAP
Universitas Terbuka. Pak Seskal, bahwa Penilaian kinerja
PNS sampai saat ini, satu-satunya instruimen atau alat ukur
yang digunakan untuk mengukur prestasi, kefja PNS adalah
melalui DP3 berdasarkan PP Nomor™ 0 Tahun 2079, namun
ada banyak kritikan atas\/proses penilaian dan
pendokumentasian hasil penildiannya’itu banyak kelemahan,
antara lain penilaian selama ini tidak obyektif, tidak terukur
dan tidak transfaran. Tidak\obyektifnya penilaian tersebut
tentunya banyak hal yang mempengaruhi, baik bagi pejabat
penilai dimana instfument tadi tidak jelas standard
penilaiannya. Belum.lagi ada bias atau penyimpangan dari
proses penilaiannyaSeringkali kita jumpai atau kita dengar,
khususnya- di Kabupaten Barito Timur nilai-nilai yang
didokumentasikan adalah nilai-nilai kesepakatan antara
pejabat /penilai dan PNS yang dinilai, dan parahnya lagi
nilainya® dibnat oleh PNS itu sendiri. Kemudian DP3
seringkali dibuat ketika PNS hendak mengusulkan kenaikan
pangkat, atan untuk syarat-syaralt mutasi jabatan dan lainnya.
Berkaitan dengan banyaknya kritikan atas penilaian prestasi
kerja PNS, maka lahirlah PP Nomor 46 tahun 2011 Tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan baru akan
berlaku | Januan 2014 Pak Seskal. Hal yang membedakan
antara pola penilaian yang lama dengan PP ini adalah
penekanannya pada prinsif penilaian yang objekuf, terukur,
akuntabel, partisipatif dan transparan, dan unsur yang dinilai
adalah Sasaran Kerja Pegawai dan kemudian yang kedua
adalah Perilaku Kerja PNS itu sendiri. Untuk menyongsong
pemberlakuan PP ini bagaimana tanggapan atau respon dan
Pak Seskal berkenaan dengan rencana pemberlakuan atau
penerapan PP ini pada Tahun 2014 nanti?

Seskal H. - (Batuk-Batuk) Baik terima kasih Pak Jhon Wahyudi, saya
pikir untuk penerapan PP nomor 46 Tahun 2011 ini adalah
sebuah langkah terobosan baru yang perlu kita sambut dengan
baik, karena ini juga sejalan dengan pengelolaan Grand
Desain reformasi kita yang juga menuntut perilaku dan
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tindakan dari Aparatur Sipil Negara, dimana sebagai Pegawai
Negen Sipil memang harus memperlihatkan sebuah prestasi
kerja lebih menonjolkan kepada prestasi kerja bukan hanya
dilihat dari aspek formalitas semata, dan mudah-mudahan
dengan adanya PP yang baru ini akan lebih menuntut pegawai
negeri sipil lebih bekerja secara professional, optimal, dan
pengawasan yang lebih melekat, dibanding dengan aturan-
aturan terdahulu dimana penilaian kinerja itu seperti DP3 itu
dinilai lebih banyak dari sisi formalitas yang tiap tahun dinilai
hanya karena beberapa alasan menuntut tanggung jawab
bahwa seperti halnya untuk kenaikan pangkat dan hak-hak
kepegawaian yang lainya tanpa adanya sasaran dan tujuan
yang pasti seperti yang dituangkan dalam PP, yang baru ini,
dimana menuntut bahwa penilaian prestasi kerja itu obyektif,
terukur, akuntabel, partisipatif dan ‘lebih {ransfaran. Saya
mendukung penuh hal tersebut, karena kalau kita lihat sistem
penilaian kinerja Pegawai Negeri/Sipil ini berbeda dengan
penilaian kinerja seperti, {pegawai-pegawai swasta di
perusahaan. Dengan systemi penilaian kinerja kalau boleh kita
bandingkan bahwa penilaian kenerja seperti di perusahaan dan
perbankan mereka lebih pada obyektivitas, terukur, akuntabel,
partisipasi, dan transfaran. Apabila misalnya hal-hal tersebut
tidak dicapai, ya\niungkin ada sebuah sanksi yang tegas dari
instansi masing-masing. Nah begitu pula apa yang Kkila
harapkandari,_peraturan yang ada ini, artinya dengan adanya
PP tni.patinya melahirkan point-point tertentu ada tindakan-
tindakafi;~baik kalau memang prestasi kerja bagus ya ada
s¢buah reward kalau memang kurang bagus ya mungkin apa-
apa vsaja yang menjadi langkah untuk mendorong supaya
prestasi kerja ini lebih bagus. Artinya kedepan selain
mengejar hasil dan sebuah prestasi kerja juga harus ada
evaluasi langkah-langkah yang tepat dalam penerapan PP
yang baru ini. Demikian Pak Jhon Wahyudi.

Penelit : Tenima kasih Pak Seskal, kalau tadi disebutkan bahwa
penilaian prestasi kerja ini dengan unsur Sasaran Kerja
Pegawai dan Perilaku Kerja PNS, kira-kira untuk [ebih
memahami proses penilaian itu apa yang semestinya harus
direncanakan atau dipersiapkan oleh PNS atau unit satuan
kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

Seskal H. : Ya, yang pertama yang harus dilaksanakan adalah dari unsur
pimpinan khususnya pejabat penilai itu harus mengetahui
dahulu pertama tugas pokok dan fungsi dari jabatan yang
diemban. Kemudian kedua kita harus tahu apa beban kerja
dan analisa jabatan yang nantinya dijadikan sebagai evaluasi
prioritas program dalam menetapkan SOTK. SOTK ini adalah
struktur organisas dan tata kerja artinya dalam penyusunan
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SOTK tersebut harus berdasar kepada analisis beban kerja dan
analisis jabatan. Nah apa-apa saja yang dibutuhkan didalam
penyusunan SOTK itu nantinya yang akhimya berujung
kepada pengetahuan dan tanggung jawab terhadap tugas
pokok dan fungsi yang diemban. Yang ketiga adalah sasaran
kerja pegawai itu harus memiliki sebuah kesepakatan dan
partisipasi aktif PNS yang dinilai dan pejabal penilai, artinya
baik pejabat yang menilai maupun yang dinilai sama-sama
juga memiliki kescpakatan dan memiliki sebuah partisipasi
aktif, serta juga mampu untuk melakukan penilaian
berdasarkan tugas pokok alau uraian tugas yang ada pada
bawahan masing-masing, Nah demikian Pak Jhon Wahyudi.

(Aaa..) mungkin selanjutnya juga harus niemahami proses
penilaian, proses penilaian baik pejabat penilai_maupun PNS
yang dinilai, Terus yang terakhir SKP harus singkron dengan
job atau tugas yang tertuang dalam_SKP. Jujur saja kalau kita
lihat untuk Kabupaten Barito Timur, khusus untuk uraian
tugas, kalau untuk uraian tuga$ pejabat structural sudah jelas
tertuang dalam peraturan Bupati'yang mengatur tentang tugas
pokok dan fungsi, tapi ydng dipertanyakan ini kadang-kadang
staf atau pelaksana atau tenaga fungsional, dimana kemaren
kita beberapa kali mefakukan evaluasi dari beberapa SKPD,
kita khususnya ‘dari“bagian Organisasi itu banyak sekali
pejabat-pejabat, yapg bertanggung jawab dan yang berwenang
tidak perpah\menibuat secbuah uraian tugas bagi anak buah
mereka, ‘seéhingga wajar jika anak buah dalam jam kerja
banydk yang berkeliaran kesana kemari, ada yang nongkrong
didwarnet] kesana-kemari tidak jclas dengan alasan tidak ada
pekerjaan ini adalah hal yang aneh sckali apabila Pegawai
Negeri Sipil tidak ada pekerjaan, im1 adalah tanggung jawab
pimpinan dan kita semua scbenarmya untuk menata supaya
organisasi khususnya dalam Pemerintahan Daerah itu bisa
berjalan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya, nah itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan.

Pencliti . Trima kasih Pak Seskal, berkaitan dengan persiapan tersebut
kira-kira apa yang perlu dipersiapkan olch instansi pemerintah
atan SKPD maupun oleh PNS dalam langkah menyonsong
pelaksanaan PP tersebut?

Seskal H. : Baik terima kasih, seperti yang telah dibicarakan pada
pertanyaan yang kedua tadi, erat kaitannya dengan kita harus
lebih dulu tugas pokok dan fungsi, nah sekarang kita dalam
proses penataan kelembagaan untuk menata beberapa
lembaga, menyesuaikan nomenklatur-nomenklatur yang ada
sebagai langkah-langkah persiapan, tetapt khusus untuk
pelaksanaan Peraturan Pemerintah mengenai Penilaian
prestasi kerja ini yang harus dibuat pertama itu adalah aturan
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kerja atau aturan mainnya harus jelas, bagaimana system
penilaian dengan tetap mengacu kepada peraturan yang ada.
Kemudian yang kedua kita harus bisa mengubah cara
pandang, cara berpikir Pegawai Negeri Sipil dan Budaya
Kerja kita bahwa Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil
Negara itu bekerja secara professional, seperti yang
diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 8| Tahun
2010 mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi, dimana
kita dituntut Pegawat Negeri Sipil lebih professional dalam
hal bekerja dan akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan hasil
pekerjaan kita. Jangan kita sebagai Pegawai Negeri Sipil
hanya bisa menuntut hak-hak kita tetapi kewajiban-kewajiban
kita, kita lalaikan. Artinya kita berimbang (sebhagai Pegawai
Negeri Sipil yang di gaji uang rakyat \ya’  harus bisa
mempertanggungjawabkan terhadap fakyat,” demikian Pak
Jhon.

Peneliti : Terima kasih Pak Seskal, barangkalr’ini pertanyaan terakhir,
dengan rencana pemberlakvan’ PP Nomor 46 Tahun 2011 pada
Tahun 2014 nanti, Kirakira\harapan apa yang kita inginkan
dan rekomendasi apa supaya PP ini pelaksanaannya lebih
efektif Pak Seskal?

Seskal H. . (Batuk-Batuk)\Baik; kalau harapan kita kedepan ya Kkita
menuntul~ pertama sesuai dengan tuntutan masyarakat
sekarapg “apalagi Pegawai negeri Sipil ini menjadi sorotan
utama, dart masyarakat, dari dulu-dulunya terkenal penilaian
masyacakat sangat buruk sekali terbadap penilaian Pegawai
Negefi” Sipil. llarapan kedepan ya dengan adsnya system
penilaian kinerja ini lebih memacu Pegawai Negen itu supaya
l¢bih bertanggung jawab dalam pckerjaan dengan pcnuh-
penuh tanggung jawab serta lebih kompetitif dan juga dari
semua itu ya selain juga kita dituntut untuk lebih bekerja keras
ke depannya, ya harapan kita juga mudah-mudahan juga ada
balasan artinya ada reward terhadap sebuah prestasi kerja
tersebut, tidak cuma dinilai hanya di atas kertas tetapi
mungkin ada reward-reward tertentu terhadap atau
penghargaan terhadap Pegawai Negeri yang mempunyai
prestasi kerja yang bagus, arlinya satu sisi Pegawai Negeri
dituntut menjalankan tanggung jawab dia sebagai Pegawai
Negeri, letapi satu sisit juga tanggung jawab hak pegawai
negen selain mendapatkan gaji mungkin ada tunjangan yang
lain, supaya pertama harus, ya bukan harus memang periu
adanya sebuah ransangan kepada Pegawai Negeri Sipil
dengan adanya PP ini mereka dituntut lebih bekerja keras,
tetapi juga ada reward-reward yang lain yang mungkin bisa
diterima, misalnya untuk saat ini kita sudah menerima reward
misalnya untuk Pegawai Negen Sipil seperti tunjangan daerah
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mungkin kedepannya kita dapat tunjangan kinerja, nah itu
yang mungkin kita harapkan, mah itu semakin memacu
Pegawai Negen untuk bekerja lebth giat, lebih professional
dan terukur dan terarah semua dan mudah-mudahan dengan
PP yang ada ini, harapan saya pertama janganlah sistem
penilaian kerja kita ini seperti dulu artinya DP3 bisa dibuat
sendiri terus data-data atau system penilaian bersifat
manipulatif. Nah memang aturan itu adalah sebuah kepastian
hukum bagi semua orang kalau memang dibuat secara tertulis
tapi juga memang harus ditunjang juga dengan sebuah
integritas, baik itu atasan langsung maupun pejabat yang
dinilai atau siapa yang dinilai harus sama-sama mempunyai
integritas dan yang lebih penting lagi harapamyke depan kita
perlu menerapkan sebuah aturan hukum, untuk- kepegawaian
dan sebagainya. Sudah banyak aturan ‘hukum, tapi kadang-
kadang aturan hukum tersebut cuma‘tercatat di atas kertas
lanpa ada pelaksanaan atau _realisasi, misalnya Pegawai
Negeri yang misalnya buddya’~kerjanya dilihat dari sisi
perilaku banyak hal laporasi-laporan dari masyarakat lerhadap
seorang Pegawai Negeriidak ditindak lanjuti. Nah hal-hal
seperti ini menurul saya peflu ada sebuah tindakan artinya
untuk lebth tertibnyd sebuah aturan, ya aturan itu sepert:
pedang bermata dua-sebenarnya, tidak harus memilih kiri-
kanan, kalau ‘memang PNS itu melakukan pelanggaran ya ada
aturan PP~ 53, yang dipakai, kedepan mungkin salah satu
rekomendasi/kila ya kita sepakal dan setuju mudah-mudahan

dengan/adanya perituran pemnerintah yang baru ini lebib
mémperbaiki kinerja Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan apa
yangtelah  diatur  datam  Peraturan tersebut,  kita

mengharapkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ada
sekarang int kinerjanya akan lebih baik kedepan. Demikian
dari saya Pak Jhon.

Peneliti. : Baik terima kasih Pak Seskal yang sudah menyediakan waktu
serta membeni tanggapan atas beberapa pertanyaan kami, dan
mungkin saja nantinya kami akan bermohon kembali untuk
mengkomfirmasi atas temuan kami selanjutnya.
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Nama Informan ' : Mishael, S.Pi.,SE

Jabatan : Kabid PSDA dan PTTG pada BPMD Kab. Barito Timur
Waktu wawancara  : Rabu, 30 Oktober 2013, jam 10.30 wib

Tempat : Kantor BPMD Kabupaten Barito Timur.

Hasil Wawancara

Peneliti : Terima kasih kepada Pak Mishael atas kesediannya untuk
diwawancarat dalam rangka mengumpulkan data guna
kepentingan penulisan Tesis sebagai syarat penyelesaian
pendidikan Program S2 MAP Universitas Terbuka. Pada
kesempatan ini ada beberapa hal yang akaf-kami tanyakan
dalam wawancara ini berkaitan dengan penilaian‘kinerja PNS.
Ada banyak kritikan, ada banyak kelemiahan berkaitan dengan
pola penilaian prestasi kerja PNS. melalui instrument satu-
satunya untuk  mengukumya_présiasi kerja PNS adalah
metalui DP3. berdasarkan PP@Nemor 10 Tahun 2079, namun
pada tahun 2011 Pemérintah” mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 1dhun2011 Tentang Penilaian Prestasi
Kerja Pegawai Negeri Sipil-dan baru akan berlaku 1 Januari
2014. Pak Mishael kiraskira bagaimana tanggapan atau respon
dann Pak Mishael berkenaan dengan rencana pemberlakuan
alau penerapdnPeraturan Pemerintah Nomor 46 ini?

Mishael : Saya pribady menyambut baik atas pemberlakuan Peraturan
Pemérintah Nomor 46 ini sebagai jawaban atas kelemahun-
kélemahan sclama ini terjadi dalam penilaian prestasi kerja
pegawai. Karena selama ini penilaian prestasi kerja pegawai
hitnya mengandalkan DP3, sementara DP3 sangal banyak
Kelemahannya, contoh kecil selama ini pegawai tidak pernah
memperhatikan dengan benar atau dengan baik mengenai
DP3, keecuali ketika mereka naik pangkat. Sclalu saja
meminta kepada atasannya sebagai penilai untuk ditinggikan
nilainya, sehingga penilaiannya sangat subyekiif sekali untuk
dijadikan acuan penilaian. Dengan adanya atau diterbitkannya
Peraturan Pemenntab imi mungkin  kelemahan-kelemahan
selama ini bisa dapat ditutupi atau diperbaiki, mungkin itu
pendapat saya.

Peneliti : Terima kasih Pak Mishael, kemudian berkaitan dengan
pemberlakuan PP Nomor 46 ini, kita ketahui bahwa disana
unsur penilaian yaitu sasaran Kerja Pegawai dan Penlaku
Kerja Pegawai. Berkaitan dengan proses tersebut saya kira
sepakat apabila dilakukan sosialisasi, namun dalam sosialisasi
ini, kira-kira hal apa saja yang perlu dilakukan untuk lebih
memahami proses penilaian ini Pak Mishael?

Mishacl . Saya pnibadi sangat sependapat dilakukan sosialisasi terhadap
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peraturan pemerintah ini, karena kita tahu bahwa seliap
pegawai itu berbeda-beda daya nalar atau daya tangkapnya
atau boleh dikatakan tingkat 1Q-nya sehingga sangat
diperlukan sosialisasi. Dalam sosialisasi ini hal yang sangal
penting untuk dilakukan adalah bagaimana pegawai itu dapat
memahami atau mengerti Tupoksi jabatannya, karena selama
ini kadang-kadang pegawai itu tidak mengerti tupoksinya,
sehingga dalam pembuatan SKP kalau sampai tidak mengerti
tupoksinya akan sangat sulit, schingga hal itulah yang paling
utama untuk dilakukan sosialisasi sekaligus dilaksanakan
latihan pembuatan SKP, sehingga pegawai itu bisa membuat
SKP dengan baik. Kemudian setelah dilakukan itu nanti,
mungkin terutama bagi BKD dilakukan,_ monitoring-
monitoring terhadap SKPD-SKPD dalam hal pembuatan SKP
im, schingga akhimya SKP ini tidak merugikan pegawai itu,
karena mereka sudah mengerti™ apa” itu  SKP' dan
menyelesaikannya pada saat penilaian akhir tahun. Demikian
yang dapal saya sampaikan.

Peneliti : Terima kasih sekali lagiak ‘Mishacl, berkaitan dengan proscs
penilaian tersebut uptuk meinyonsong pemberlakuannya saya
kira perlu adanya persidpan, baik oleh SKPD maupun PNS itu
sendirl. Kira-kira hal.apa yang perlu dipersiapkan”

Mishael : Menurut saya datam pemberlakuan PP ini yang dipersiapkan
haik oleliOrganisasi maupun PNS itu sendiri, pertama adalah
bagaimana “kita membuat SOP atau Standart Operational
Péosedur'dan organisasi tersebul, dan juga bagaimana aluran
kerju bagi pegawai itu, schingga dalam pemberlakuan nanti
Liduk lagi hermasalah dalam hal bagi organisasi maupun PNS
itu sendiri, Kemudian selama ini kita tahu pegawai di Bartlo
Timur terutama itu dalam budaya kerjanya atau etos kerjanya
sangal lemah, ity bisa dilihat pada saal kalau kita mau
berurusan atau berhubungan dengan kanlor-kantor SKI'D
yang langsung bersentuhan dengan masyarakat itu pada jam
kedua biasanya orangnya tidak ada. Nah mungkin itu salah
satu contoh kelemahan dari Barito Timur karena apa, saya
tidak menyalahkan pegawai itu sendiri, karena selama ini
bolch dikatakan yang turunnyanya fi/l sesuai jadwal atau
yang senin-kamis nilainya sama dalam artinya gajinya juga
sama tidak ada pengurangan atau kelebihan dan dilaksanakan
reward dan punishment yang benar, sehingga hal tersebutlah
yang perlu dipersiapkan supaya PP ini berlaku dengan efektif
bagi pegawai-pegawai terutama di Barito Timur ini. Terima
kasih.

Peneliti : Trima kasih Pak Mishael, kemudian im adalah pertanyaan
yang terakhir. Berkaitan dengan harapan dan rekomendasi apa
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yang sekiranya perlu disampaikan supaya pelaksanan PP ini
efektif?

Mishael : Harapan saya dengan pola penilaian yang baru ini dapat
menilai PNS itu secara obyektif jangan sampai dalam
penilaiannya suka-suka pimpinan atau boleh juga dikatakan
ABS, yang terutama sekali di Kabupaten Barito Timur
harapan saya bahwa dalam akan benar-benar dilaksanakan
reward dan punishment apabila pegawai itu rajin berilah dia
hadiah atau reward yang baik dalam hal ini dan tunjangan
kinerja atau apapun namanya juga, kalau misalnya dia tidak
hadir diberilah hukuman sehingga peraturan-peraturan yang
dibuat oleh Jakarta itu dapat dilaksana dengan baik atau
efektif dan juga dalam pelaksanaan PP ifi sadya 'minta dapat
dilaksanakan dengan mutlak sesuai prosedur atau ketentuan
yang ada di PP ini, jangan sampai“febang pilih kita harus
konsisten. Artinya pejabat ataupuh, siapapun juga harus berani
menghukum pegawai sesuai{dengan kesalahannya, jangan
dalam setiap tindakan sampai takut dan tebang pilh. Pejabat
eselon 1l sebagai pimpinan/SKPD jangan takut memberi
sanksi kepada staf yang melakukan kesalahan, karena selama
ini itulah kelemahah.yang terjadi di Barito Timur. Kemudian
dengan pola barv.imt diharapkan hasilnya benar-benar
digunakan dalam pengembangan kaner PNS dan juga untuk
memperbaiki, kinérja setiap pegawai. Munkin itu saja yang
dapat saya’sampaikan.

Peneliti . Baik terima kasth Pak Mishael yang sudah menyediakan
wakt( serta memberi langgapan atas beberapa pertanyaan
Kami, dan mungkin saja nantinya kami akan bermohon
kKembali untuk mengkomfirmasi atas temuan kami
selanjutnya.
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Lampiran : Kategorisasi Dan Pengelompokan Data

1. Respon dari Pegawai Negen Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito
Timur, berkenaan dengan rencana pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor

46 tahun 2011.
Sumber data ] Temuan o

Informan ] Sudah Menjadi Tuntutan

Informan 2 Terukur Dan Tidak Ada Lagn Unsur
Subyekitivitas Dalam Proses Penilaian

Informan 3 DP3 Sudah Tidak Sestai Dengan
Kebutuhan Dan Keadaan Sekarang Ini

Informan 4 Terobosan_Bdry Dan Sejalan Dengan
Grand Design Reformasi Birokrasi

Informan 5 Jawaban’ Atas Kelemahan-Kelemahan
Selama’lni Terjadi

2. Tahapan-tahapan atau hal-hab yang perlu dipersiapkan berkaitan dengan
pemberlakuan PernturaimPemerintah tersebut.

SumbeDain Temuan 7
Informan 1 Pejabat Pendai Harus Lebih Dahulu
Mengetahui  Tata Cara Dan  Proses
Penilaian
Informan2 Sosialisasi  Adalah Hal Pertama
Dilakukan
Informan 3 Mempersiapkan Tujuan Dan Sasaran

Yang Ingin Dicapai; Adanya Uraian
Tugas Dan Pcta Jabatan; Pns Harus
Tahu Tugas Dan Fungsinya.

Informan 4 Memiliki Analis Jabatan Dan Beban
Kerja; Partisipasi Aktif Dari PNS

Informan 5 Latihan Penyusunan Skp; Sop Harus
Jelas; Perubahan Penilaku Kepja
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3. Harapan PNS di Kabupaten Barito Timur berkaitan dengan pola atau standar
penilaian prestasi kerja yang baru.

Sumber Data Temuan

Informan 1 Menimbulkan Persaingan Yang Sehat
Dan Keinginan Untuk Memperbaiki
Kinerja

Informan 2 Berdampak Pada Pengembangan Karier

Informan 3 Sistem Karier Pns Lebih Jelas

Informan 4 Jelas Reward Bagi~ PNS Yang
Berprestasi Dan Sebaliknya Adanya
Punishment Bagi ‘PNS" Yang Tidak
Memiliki Prestasi

Informan 5 Perbaikan Kinerja
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